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Abstract

The purposes of this research are; (1)to analyze revenue in the financial
management of DPKKAD Pangkalpinang so it can be known the financial
maunagement of Pangkalpinangl.ocal Government; (2) to analyze expenditure in
fiancial management of DPKKAD Pangkalpinang so it can be known the
Jinancial management of Pangkalpinanglocal Government.

The type of this research is descriptive quantitative research.

The result of this research indicates that; (1) variance analvsis is more
than favorable variance in 2013 which means that larger difference on revenue
realization with «a percentage of 1.01 %, overall revenue in the financial
management of Pangkalpinang Local Government is said good while in 2014 less
variance which is unfavorable variance with the percentage is 0.98 %,overall the
revenue in the financial management of Pangkalpinang Local Government is said
not good . In 2015 revenue realization that is obtained by Pangkalpinang Local
CGovernment with the percentage of 0.93 %, overall revenue in the financial
management of Pangkalpinang Local Government is said not good;(2) if it is scen
Jrom revenue anulysis, the growth of revenue from 2013-2015 goes (o positive
growth so there is performance improvement in the financial management of
Pangkalpinang Local Government; (3) if it is seen from the effectiveness ralio of
PAD from2013 2013 then the performance of Pangkalpinang Government is
very good above 100%,; (4)when looking at the result of variance ratio of
expenditure for each period then the performance of financial management of
Local Government Is good because realization of expenditure is not more than the
budget; (5) if il is seen from expenditure efficiency ratio then the performance of
Pangkulpinang Government is very good from year (o year because of the
Government has made budgel savings.

Keywords: revenue, expenditure, local financial management
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Analisis Penerimaan dan Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan
DPPKAD Kota Pangkalpinang Periode 2013 sd 2015

Lena Marleny
lena.marleny@gmail.com

Universitas Terbuka
Abstrak

Tujuan dar penelitian ini adalah (1) Menganalisis penerimaan/ pendapatan
dalam pengelolaan keuangan DPPKAD Kota Pangkalpinang sehingga dapat
diketahul  pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.
(2) Menganalisis pengeluaran/belanja dalam pengelolaan keuangan DPPKAD
Kota Pangkalpinang sehingga dapat diketahui pengelolaan keuangan Pemerintah
Daerah Kota Pangkalpinang

Jenis Penelitian int merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Analisis varians lebih/selisth  yang
diharapkan (favourable variance) pada tahun 2013 artinya selisth lebih besar pada
realisasi pendapatan dengan presentasi sebesar 1,01 % secara keseluruhan
penerimaan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang
dikatakan baik sedangkan tahun 2014 varians kurang /selisth yang tidak
diharapkan dengan presentasi sebesar 0,98 % secara keseluruhan penerimaan
dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan
belum baik. Tahun 2015 terealisasi penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kota
Pangkalpinang dengan presentasi sebesar 0,93 % secara keseluruhan penerimaan
dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan
belum baik (2) Apabila dilihat dari analisis penerimaan Pertumbuhan pendapatan
dari tahun 2013 sd 2015 mengalami pertumbuhan yang positif sehingga adanya
peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah
Kota Pangkalpinang (3) Apabila dilihat dari rasio efektivitas PAD dart Tahun
2013 sd 2015 maka kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat baik
dikarenakan diatas 100%. (4) Apabila melihat hasil dan rasio varians belanja
setiap periode maka Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah baik
karena realiasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. (5) Apabila dilihat
dari rasio efesiensi belanja maka kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat
baik dari tahun ketahun dikarenakan Pemerintah sudah melakukan penghematan
anggaran.

Kata kunci: penerimaan, pengeluaran,pengelolaan keuangan daerah
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BAB IV

HASIL. DAN PEMBAHASAN

A. Deskipsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum DPPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang
pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD)
Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan diatur Peraturan Daerah Kota Pangkalpimang
Nomor 24 Tahun 2009, Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon
1I/b, yang dibantu oleh seorang Sekretaris dengan eselon 1Il/a dan lima Bidang vang

masing-masing dengan eselon HI/b tersebut yaitu:

Bidang Anggaran

- Bidang Perbendaharaan

- Bidang Pendapatan

- Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- Bidang Pengelolaan Aset.

45
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1.1. Visi, Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.1.1 Visi

Visi merupakan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, sedangkan Misi merupakan sasaran yang ingin dicapai  oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah adalah
* MENJADI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG
PROFESIONAL”

Setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan
daerah vang baik agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
tujuan kredibilitasnya diakui masyarakat didaerahnya sendiri maupun masyarakat luar
sesual dengan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparan, dan
partisipasi. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus dapat mengelola sumber-sumber
daya masyarakat vang dipercayakan kepadanya sesuai tujuan yang ditetapkan.
Oleh karena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Pangkalpinang yang melaksanakan wewenang  untuk mengelola pendapatan,
keuangan dan aset daerah harus profesional mengelola segala penerimaan dengan
efesiensi, akuntabel dan transparan agar dapat digunakan uniuk kesejahteraan
masyarakat.

[.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan. Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan kemandirian

daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Ash Daerah (PAD).
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b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dalamm rangka mewujudkan
penganggaran yang efisien dan efektif.

¢. Menmgkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

d. Meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

e. Meningkatkan koordinasi pembinaan laporan kepada satuan kerja perangkat
daerah antar satuan kerja perangkat daerah kanannya dalam hal pengelolaan
keuangan daerah

f. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat.

g. Meningkatkan pengelolaan aset daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daecrah mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan serta menyelenggarakan fungsi:

I. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

2. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Iingkup pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah

. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

['S]

dan aset daerah meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi,
pelaporan dan pengelolaan aset
4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

h

fungsinya.
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1.2 Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Pangkalpinang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Organisast dan Tata Kerja Dinas Kota Pangkalpinang. Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keunang an dan Aset Daerah merupakan penggabugan dari Dinas
Pendapatan dengan Bagian Keuangan sebagar tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organiasi Perangkat Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
struktur organiasi sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kota Pangkalpinang, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
¢. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pendapatan, membawahi:
a. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak
b. Seksi Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana Lainnya
c. Seksi Piutang Pajak Monitoring dan Pelaporan.
4. Bidang Anggaran, membawahi:

a. Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran
b. Seksi Penyusunan Anggaran

¢. Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana



Bidang Perbendaharaan, membawahi:

a. Seksi Perbendaharaan

b. Seksi Penatausahaan Kas Daerah

c. Seksi Pengendalian Belanja

Bidang Peangelolaan Aset, membawahi:
a. Seksi Penatausahaan Aset

b. Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Aset

c. Seksi Data dan Informasi Aset

Bidang Akuntasi dan Pelaporan, membawahi :

a. Seksi Akuntansi Penerimaan
b. Seksi Akuntansi Belanja

c. Sekst Ewvaluasi dan Pelaporan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional.
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1.3.  Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun
2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pangkalpinang sebagai
berikut:
1.3.1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tcknis hingkup Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
¢. Pembinaan dan Pelaksanaan hngkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset
Daerah
d. Pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya
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1.3.2. Sekretaris
Sekretaris mempunyvai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka
mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang
dan UPT secara terpadu dan tugas  pelayanan admimistratif lingkup Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kesckretariatan
b. Pelaksanaan pelavanan admimistratif  kesekretariatan  Dinas  Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang meliputi:admmistrast umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
c. Pengkoordinasian, pengsinkromisasian  dan  pengendalian  penyelenggaraan
kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT
d. Pelaksanaan tugas lainnya vang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan tentang
pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pendidikan
e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan aset daerah.
1.3.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian
Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana pengelolaan adninistrasi umum dan kepegawaian dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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b. Pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum vang meliputi pengelolaan naskah
dinas penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas, dan
pengelolaan perlengkapan dinas

c. Pelaksanaan admmistrasi  kepegawaian yang meliputi  perencanaan dan
pengelolaan administrast kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti,
disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai)

d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang mihk/ kekayaan daerah
lingkup dinas pendapatan,Pengelolaan keuangan dan aset daerah.

e. Pengelolaan jaringan informas: dan komunikasi dinas pendapatan,pengelolaan
keuangan dan aset daerah.

f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian

1.3.4. Sub. Bagian Keuangan
Sub.Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
kesekretariat ingkup keuangan. Sub. Bagian keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas
Pendapatan,Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah
b. Pelaksanaan pengelolaan adminitrasi keuangan Dimas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan,
verifikast akuntansi, monitoring evaluasi anggaran,dan pelaporan keuangan dinas
c. Pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Pendapatan,Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.
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1.3.5. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian sekretaris lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Sub. Bagian Perencanaan, Evaluast dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra,Renja,dan
Penetapan Kinerja)

b. Penyusunan bahan cvaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas (laporan
berkala kinerja)

c. Penyusunan baban penatataan kelembagaan. ketatalaksanaan dan analisa jabatan

d. Penyusunaan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pendapatan,pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (LAKIP, memori jabatan dan
LPPD)

1.3.6. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunvai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hingkup
Pendapatan.

Kepala bidang pendapatan mempunyai fungsi
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pendapatan
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendapatan
¢. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan uwmum bidang Pendapatan

lingkup pendapatan dan penetapan pajak, Evaluasi, Penagihan, Pajak dan Dana
lainnya, piutang pajak. monitoring dan pelaporan
d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pendapatan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hngkup pendapatan
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f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup
pendapatan.

1.3.7. Seksi Pendataan dan Penetapan

Kepala Pendataan dan Penetapan Pajak mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan lingkup Pendataan dan

Penetapan Pajak.

Kepala Sekst Pendataan dan Penetapan Pajak mempunyai fungsi

a. Pengumpulan data hngkup Pendataan dan Penetapan Pajak

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan hngkup Pendataan dan Penetapan Pajak
vang meliputi pendataan wajib pajak daerah penyusunan Daftar Induk Wapb Pajak
Daerah pencatatan data obyek dan subvek pajak daerah pemeriksaan dan
pelaporan hasil pemeriksaan lapangan obyek dan subyek pajak daerah pelaksanaan
perhitungan penetapan pajak pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran
pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak penerbitan,
pendistribusian  dan penyimpanan arsip surat pajak yang berkaitan dengan
penetapan pajak pemberian kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
penetapan secara jabatan tambahan pajak pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan
Pajak (SKP), surat perjanjian angsuran dan surat keterangan pajak lainnya
pengumpulan data sumber-sumber penerimaan lain diluar pajak daerah

¢. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Imgkup Pendataan dan Penetapan Pajak.
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1.3.8.  Seksi Penagihan dan Evaluasi
Kepala Seksi dan Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan lingkup
Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya.
Kepala Seksi Evaluasi.Penagihan Pajak dan Dana lainnya mempunyai fungsi -
a. Pengumpulan data lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnva
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan
Dana lamnya yang meliputi pelaksanaan kegiatan penagihan, angsuran dan
keberatan penagihan pajak pelayanan surat keberatan dan surat permohonan
banding atas matent penetapan pajak daerah penyiapan keputusan menerima/
menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis
Pertimbangan pelaksanaan penerimaan dan pencatatan semua SKP penerimaan
dan pencatatan surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas pembinaan
dan pengawasan pajak daerah skala kota evaluasi penerimaan Pendapatan Asli
daerah
¢. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan dana
lainnya
1.3.9. Seksi Piutang Pajak dan Monitoring Pajak
Kepala Seksi Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan lingkup Prutang
pajak, Monitoring dan Pelaporan.
Kepala Seksi Piutang pajak. Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan data lngkup Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan
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b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Piutang Pajak, Monitoring dan
Pelaporan yang meliputi pelaporan piutang pajak daerah dan monitoring pelunasan
tunggakan pajak daerah

¢. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan.

1.3.10. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas, Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah hngkup

Penganggaran.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup penganggaran

b. Penvusunan petunjuk teknis lingkup Penganggaran

¢. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penganggaran
fingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran penyusunan Anggaran dan
Pengendalian dan Penyediaan Dana

d. Pemberdayaan dan penmingkatan kualitas sumber daya manusia lingkup
Penganggaran

Pelaksanaan monitoring, evaluas: dan pelaporan lingkup Penganggaran

[¢]

f. Pelaksanaan tugas-tugas lamnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan saran dan
pertimbangan lingkup penganggaran.

1.3.11. Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran

Kepala Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup Perencanaan dan Perumusan

Anggaran.
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Kepala Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan data lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perencanaan dan Perumusan
Anggaran yang meliputi penetapan standar satuan harga dan analisis standar
belanja daerah perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota
perumusan peraturan di bidang penganggaran yang menyangkut belanja pegawai.
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bantuan keuangan, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga penetapan
kebrjakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota, BUMD dan
lembaga keuangan mikro kota serta investasi daerah pengelolaan data dasar
penghitungan alokasi DAU kota usulan program dan kegiatan kota untuk didanai
dari DAK pelaksanaan penerapan sistem informasi penganggaran
¢. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran.
1.3.12. Seksi Penyusunan Anggaran
Kepala Seks1 Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan
scbagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup Penyusunan Anggaran.
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan data lingkup Penyusunan Anggaran
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penyusunan Anggaran yang
meliputi penghimpunan dan pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dari SKPD penetapan peraturan daerah tentang RAPBD dan RAPBD
Perubahan penyusunan nota keuangan RAPBD dan RAPBD Perubahan
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) dan perubahannya penyusunan rancangan Peraturan Walikota
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tentang penjabaran APBD dan APBD Perubahan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan perubahannya serta Anggaran Kas
SKPD dan perubahannya pengawasan atas pinjaman dan obligasi dacrah serta
BLU kota BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta investasi kota fasilitas
persetujuan kontrak jangka panjang (multivears) SKPD pengembangan model
perencanaan APBD

c¢. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penyusunan Anggaran.

1.3.13. Seksi Pengendalian Dana

Kepala Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup Pengendalian dan
Penyediaan Dana.
Kepala Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan data hingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengendalian dan Penyediaan
Dana vang meliputi pengendalian dan  pengaturan likuiditas  dan
solvalibitas keuangan daerah pengendalian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana
(SPD) atas belanja pegawai pada belanja tidak langsung SKPD pengendalian dan
penerbitan SPD atas belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga SKPD
pengendalian dan penerbitan SPD atas program dan kegiatan pada belanja
langsung SKPD pengendalian dan penerbitan SPD atas pengeluaran pembiayaan
SKPD pengelolaan register SPD SKPD penyusunan laporan realisasi sumber
penerimaan daerah terhadap penetapan anggaran kas pendapatan daerah

pelaksanaan pengelolan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota pengelolaan
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Dana Alokasi Umum (DAU) kota pelaporan pengelolaan DAU kota pengelolaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) kota pengendalian dana pelaporan pengelolaan DAK
kota penyiapan data realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) kota
pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH kota
¢. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana.
1.3.14. Bidang Perbendaraan
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
lingkup Perbendaharaan.

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

jab}

. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan

b. Penvusunan petanjuk tekmis lingkup Perbendaharaan

¢. Penyelenggaraan urusan pemenntahan hngkup perbendaharaan lingkup
perbendaharaan, Penatausahaan Kas Daerah, dan Pengendatian Belanja

d. Pemberdayaan dan pemingkatan kualitas sumber daya manusia ligkup
Perbendaharaan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perbendaharaan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya vyang diberikan kepala dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan saran dan
pertimbangan lingkup Perbendaharaan.

1.3.15. Seksi Perbendaraaan

Kepata Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Perbendaharaan.
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Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan data lingkup Perbendaharaan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perbendaharaan yang meliputi
penetapan Pengguna Anggaran (PA), kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Bendahara, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara
Penerimaan,
¢. Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan SP2D berdasarkan SPM membuat
register SP2D dan register SP2D per SKPD membuat Surat Keterangan Pensiun
Pegawai
d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perbendaharaan.
1.3.16. Seksi Penatausahaan Kas
Kepala Seksi Penatausahaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Penatausahaan
Kas Daerah.
Kepala Seksi Penatausahaan Kas Daerah mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan data lingkup Penatausahaan Kas Daerah
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan hingkup Penatausahaan Kas Daerah yang
meliputi penyelenggaraan laporan dan evaluasi keuangan kas daerah penyiapan
Buku Kas Umum Daerah rekonsiliasi bank untuk membandingkan saldo kas di
bank menurut rekening koran dengan saldo kas di bank menurut laporan posisi kas
¢. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Kas Daerah.
1.3.17. Seksi Pengendalian Belanja
Kepala Sekst Pengendalian Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Pengendalian Belanja.
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Kepala Seksi Pengendalian Belanja mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan data lingkup Pengendalian Belanja
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengendalian Belanja yang
meliputi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengeluaran APBD, DAU,
DAK, Bantuan, Dana Perimbangan oleh Bank/Lembaga keuangan lainnya
c. Pelaksanaan penelitian atas penyimpanan uang daerah sebagai fungsi kas daerah
pemeriksaan dan pengujian substantive dan formal terhadap SPM yang diajukan
pengendalian belanja terhadap pengajuan SPP dan SPM
d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian Belanja.
1.3.18. Bidang Pengelolaan Aset
Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunvai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
lingkup Pengelolaan aset.
Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Aset
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengelolaan Asect
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Aset lingkup
Penatausahaan Aset, Pemanfaatan dan Penilaian Aset, Data dan Informasi Aset
meliputi  perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan aset kota,
pelaksanaan pengelolaan aset kota, pengawasan pengelolaan aset kota, fasilitasi
pengelolaan aset kota, pengawasan pengelolaan aset kota, fasilitasi pengelolaan
aset pemekaran skala kota
d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumbr daya manusia lingkup pengelolaan

Aset
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e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengelolaan Aset

f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan.
pengelolaan Keuangan dan aset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan
lingkup Pengelolaan Aset.

1.3.19. Seksi Penatausaaan Aset

Kepala Seksi Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset ingkup Penatausahaan aset.
Kepala Seksi Penatausahaan Aset mempunyai fungsi -

a. Pengumpulan data lingkup Penatausahaan Aset.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penatausahaan Aset lingkup
pembukaan meliputi merekapitulasi Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar
Barang Kuasa Pengguna (DBKP) SKPD menurut penggolongan dan kodefikasi
barang merekapitulasi inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah setiap
SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada SAP (Standar
Akuntansi Pemerintah) menyusun Daftar Barang Mihk Daerah (DBMD)
menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/ atau bangunan milik
pemerintah daerah lingkup pencatatan meliputi merekapitulasi pencatatan barang
milik daerah dalam Kartu Invertaris Ruangan (KIR) Kartu Invertaris Barang (KIB
A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, dan, KIB F) setiap SKPD merekapitulasi dan
menyusun Daftar barang milik Daerah (DPMD) menyimpan seluruh bentuk
dokumen perjanjian sewa-menyewa, berita acara pinjam pakai/ serah terima
barang (tanah/bangunan/kendaraan Dinas), Kerja sama pemanfaatan, bangunan
guna serah (BGS), Bangunan serah guna (BSG) serta dokumen penjualan, tukar-

menukar (ruilslag), hibah barang milik daerah dan penyertaan modal pemerintah



43%.pdf

kota Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan vang berlaku, surat-surat hibah
dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/ BPKB). sertifikat tanah dan/
atau bukti-bukti kepemilikan aset tanah dalam bentuk hak pakai, hak pengelolaan,
hak usaha atas tanah atau keterangan-keterangan lain yang membuktikan atau
membenarkan bahwa aset tanah tersebut adalah milik/ dikuasai oleh pemerintah
daerah lingkup pelaporan melaksanakan Inventarisasi Barang Milik daerah setiao
1 (satu) tahun sekali melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima)
tahun sekali untuk menyusun Buku Invemtaris (BI) dan Buku Induk Inventaris
(BII), beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah menghimpun laporan
barang semesteran dan tahunan menjadi laporan Barang Milik Daerah (LBMD),
melakukan verifikasi daftar barang milik daerah (DBMD) dan berkoordinasi
dengan seksi data dan informasi dalam upaya pengaplikasian Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Aset

1.3.20. Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Aset

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Aset mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset lingkup Pemanfaatan dan
Penilaian Aset.
Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemlaian Aset mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan data Imgkup Pemanfaatan dan Penilaian Aset

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan hngkup Pemanfaatan dan Penilaian Aset
yang meliputi penyusunan bahan pertunbangan teknis dengan memperhatikan
kepentingan Negara/ Daerah dan kepentingan umum untuk pemanfaatan barang

milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan vang dipergunakan dan atau tidak
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dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD,
dengan persetujuan Kepala Daerah meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama
pemanfaatan, dan bangun guna serah dan bangun serah guna untuk aset tanah
dan/atau bangunan yang berada diluar penguasaan SKPD yang bersangkutan
merekapitulasi seluruh bentuk dokumen perjanjian sewa-menyewa, berita acara
pinjam pakai/ serah terima barang (tanah/bangunan/kendaraan dinas) kerjasama
pemanfaatan bangunan guna serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) serta
dokumen penjualan, tukar menukar (ruislag). hibah barang milik daerabh dan
penyertaan modal Pemerintah Kota sesuat dengan ketentuan yang berlaku, surat-
surat hibah, dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/BPKB), sertifikat
tanah dan/ atau bukti-bukti kepemilikan aset tanah dalam bentuk hak pakai, hak
pengelolaan, hak usaha atas tanah atau keterangan-keterangan lain yang
membuktikan atau membenarkan bahwa aset tanah tersebut adalah milik/dikuasai
oleh pemerintah daerah yang merupakan bentuk upaya pengamanan aset/barang
milik daerah, melakukan pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan
administrasi yartu kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan
dokumen kepemilikan, pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan
fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, pengamanan fisik
untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan
tanda batas, selan tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan
pemehiharaan, pengamanan hukum antara lain mehputi kegiatan melengkapi bukti
status kepemilikan, membuat sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kota atas
tanah yang dikuasai, untuk barang selam tanah membuat bukti kepemilikan atas

nama Pemerintah Kota menvusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
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Daerah (DKPBMD) melakukan penilaian barang mihk daerah dengan berpedoman
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Penghapusan barang milik daerah
dengan Keputusan Kepala Daerah vang sudah tidak berada dalam penguasaan
pengguna dan/atau kuasa pengguna dengan melibatkan SKPD/unsur terkait.
Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan atas barang
mihk daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat diumanfaatkan dan tidak dapat
dipindahtangankan, penghapusan Barang nmlik daerah yang masih mempunyai
nilai ekonomis melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, disumbangkan atau
dihibahkan kepada pihak lamn, Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas disetor
ke kas Daerah melaksanakan kegiatan permndahtanganan barang milik daerah
(penjualan tukar menukar, hibah. penyertaan modal), khususnya aset-aset yang
berada di luar SKPD yang bersangkutan, menyusun draft surat keputusan kepala
daerah berkaitan dengan status pengunaan barang inventaris milik daerah pada
seluruh  SKPD pemindahtanganan barang milik daerah sesuair ketentuan
perundang-undangan vang berlaku meliputi penjualan, tukar menukar, hibah,
penyertaan modal pemenntah daerah

¢. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemanfaatan dan Penilaian Aset.

1.3.21. Seksi Data dan Informasi Aset

Kepala Seksi Data dan Informasi Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset lingkup Data dan Informasi Aset.
Kepala Seksi Data dan Informasi Aset mempunyat fungsi :
a. Pengumpulan data lingkup Data dan Informasi Aset.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Data dan Informast aset yang

meliputi penelusuran bukti-bukti kepemilikan aset milik/ dikuasar pemerintah



48094 pdf

daerah pemutakhiran data barang investaris yang terekap dalam daftar barang
milik daerah (DBMD). menviapkan informasi daftar kekayaan daerah dalam
bentuk pemanfaatan dan nilai (angka) monitoring aset (check on spot) berdasarkan
data dan informasi yang ada diseluruh SKPD /satker dan mengupayakan
penyiapan data dan informasi barang milik daerah se-valid dan se-up to date
mungkin dalam rangka persiapan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), penyiapan data dan informasi aset untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Data dan Informasi Aset.

1.3.22. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah lingkup Akuntans! dan pelaporan.
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Akuntansi dan Pelaporan

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Akuntansi dan Pelaporan

¢. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Akuntansi dan Pelaporan lingkup
Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Belanja, Evaluasi dan Pelaporan

d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Akuntansi
dan Pelaporan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Akuntansi dan Pelaporan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lamnva yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Kcuangan dan  Aset  Daerah  serta memberikan  saran  dan

pertimbangan lingkup Akuntansi dan Pelaporan
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1.3.23. Seksi Akuntansi Penerimaan
Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi dan Pelaporan
lingkup Akuntansi Penerimaan.
Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan data ingkup Akuntansi Penerimaan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Akuntansi Penerimaan vang
meliputi pencatatan/ pembukuan ketetapan, target dan realisasi pendapatan daerah
penelitian terhadap bukti kas/ bank mengenai penerimaan daerah pencatatan/
pembukuan penerimaan benda berharga
c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Penerimaan.
1.3.24. Seksi Akuntansi Belanja
Kepala Seksi Akuntansi Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi Belanja.
Kepala Seksi1 Akuntansi Belanja mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan data hngkup Akuntansi Belanja
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Akuntansi Belanja yang meliputi
penelitian dan pemeriksaan realisasi belanja daerah penelitian terhadap bukti kas/
bank mengenat belanja daerah penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran,
Laporan Reahsasi Anggaran dan Laporan Akhir Kas
¢. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Belanja.
1.3.25. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Evaluasi dan Pelaporan
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Kepala Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi
a. Pengumpulan data lingkup Evaluasi dan Pelaporan
b. Penyelenggaraan urusan pemeritahan lingkup Evaluasi dan Pelaporan yang
meliputi pelaporan target dan realisasi APBD mempersiapkan vahan rapat.
seminar, lokakarva dibidang pendapatan dan belanja daerah menvusun laporan
pelaksanaan anggaran secara berkala, yakni triwulan, semester dan tahunan
penyusunan Neraca Daerah

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan hingkup Seksi Evaluasi dan pelaporan

B. Hasil

Hasil yang diperoleh dalam penelitian yaitu Pemerintahan Kota
Pangkalpinang merupakan organisasi non profit yang memiliki tujuan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Pelaksanaan
Pemerintah Kota Pangkalpinang dipimpin oleh Walikota selaku Bendahara Umum
Daerah vang mendelegasikan tugasnya melalui pejabat di lingkungan satuan kerja
pengelolaan keuangan daerah yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki 34 Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang

ditampilkan pada tabel 4.1 sebagai berikut :
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Tabel 4.1

SKPD DAN BENDAHARA DI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

T

NO @ ) SKPD BENDAHARA ‘
1 ! Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengeluaran B
2 | Badan Kepegawaian Dacrah Pengeluaran
_ 3 Badan Lingkungan Hidup Pengeluaran
4 | Dinas Pendidikan Pengeluaran o
.5 Dinas Kesechatan Pengeluaran/Penerimzwnj
6 , Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pengeluaran/Penerimaan |
7 712_*Dinas Kebudayaan Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Pengeluaran/Penerimaan
~ 8 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pengeluaran/Penerimaan
9 | Dinas Pertanian Pengeluaran/Penerimaan |

| 10 | Dinas Kebersihan dan Kebakaran Pengeluaran/Penerimaan |

11 | Dinas Kelautan dan Perikanan Pengeluaran/Penerimaan |

S e |

Dinas Pendapatan,Pengelolaan,Keuangan dan Aset
Daerah Pengeluaran/Penerimaan |
Dinas Pekerjaan Umum Pengeluaran -
Dinas Tata Kota Pengeluaran -
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pengeluaran
~ Kecamatan Gerunggang Pengeluaran
' Inspektorat Pengeluaran
| Kepala Daerah — Wakil Kepala Daerah Pengeluaran
Kecamatan Bukit Intan Pengeluaran !
Kecamatan Gabek Pengeluaran
21 | Kesatuan Bangsa dan Politik Pengeluaran i
22 | Ketahanan Pangan Pengeluaran
23 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Pengeluaran
24 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pengeluaran/Penerimaan |
V Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi-Usaha ' |
25 | Mikro Kecil dan Menengah Pengeluaran/Penerimaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
26 | Keluarga Berencana Pengeluaran 3
27 | Kecamatan Rangkui B Pengeluaran -
28 | Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pengeluaran
29 | Satuan Polisi Pamong Praja Pengeluaran )
30 | SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengeluaran
31 | Sekretaniat Daerah Kota Pengeluaran
32 | Kecamatan taman sari Pengeluaran )
33 | Kecamatan Girimaya Pengeluaran )
34 | Kecamatan Pangkalbalam Pengeluaran

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017
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Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan penerimaan yang

secara langsung diterima pada kas umum daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

DPPKAD Kota Pangkalpinang selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

memiliki penerimaan yang diperoleh sebagai berikut :

I. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak daerah. retribusi

daerah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, adapun kewenangan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak/Retribusi Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang

Jenis Pajak / Retribusi

Instansi

Bidang

Pajak Hotel

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan,Keuangan dan
Aset Daerah

Pendapatan

Pﬂiak Restoran

Dinas Pendapatan, h
Pengelolaan,Keuangan dan
Aset Daerah

Pendapatan

|

Pajak Hiburan

Pajél‘{ﬁéﬂéme

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan,Keuangan dan
Aset Daerah

Pendapatan

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan,Keuangan dan
Aset Daerah

th L

Pajak Penerangan Jalan

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan, Keuangan dan
Aset Daerah

Pendapatan

Pendapatan

6

Pajak Minerba

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan, Keuangan dan
Aset Daerah

Pendapatan

Pajak Parkir

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan,Keuangan dan
Aset Daerah

Pendapatan




' 8 | Pajak Air Tanah
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Dinas Pendapatan |
Pengelolaan,Keuangan dan |

T Pendapatan

e

( .
S _ Aset Daerah ] .
| 9 | Pajak Sarang Burung Walet Dinas Pendapatan, ! Pendapatan ]
! Pengelolaan.Keuvangan dan )

- o ~{  AsetDaerah . -
10 TBea Perolehan Hak Atas Tanah dan " Dinas Pendapatan, T 'Pewngapgta;ﬂ o
‘ i Bangunan Pengelolaan,Keuangan dan }
N Aset Dagrgh |
I P a;ak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan, ; Pendapatan _
‘, Pengelolaan,Keuangan dan |
. 7! Aset Daerah L o
1 12 Ik Retribusi Pelayanan Kesehatan | DinasKesehatan |  Puskesmas
I 13 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Dinas Kebersihan dan 1 Bidang
1 Kebersihan Kebakaran | Kebersihan
14 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Dinas Perhubungan, '\[ UPT Parkir
~ tUwom Komumikasi dan Informattka |~~~
15 | Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perindakop dan ' UPT Pasar
L UMKM § S
16 | Retribusi Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan. 7 JPT Balai
Bermotor Komunikast dan Informatika ! Pengujian
; Kendaraan
L - Bermotor
' 17 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Dinas Kebersihan dan f Bidang
: Kebakaran Kebakaran f Kebakaran
. 18 | Retribusi Penyediaan dan/atau Dinas Kebersihan dan | Penoolahan
_ Penyedotan Kakus ] Kebakaran 5 __ Persampahan
19 | Retribust Pengendahan Menara Dinas Perhubungan Bidang Kominfo
i Telekomunikasi Komunikasi dan Informatika | o
. 20 | Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Dinas Bidang Aset :
| Kekayaan Daerah Pendapatan,Pengelolaan.Keu
- W_l‘ angan dan Aset Daerah |
21 | Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Dinas Perindustrian Bidang
Kekayaan Daerah Perdagangan Koperasi- Perindustrian &
Usaha Mikro Kecil dan | UPT Pasar
] B Menengah e
22 | Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Dinas ; Destinast
; | Kekayaan Daerah Kebudayaan, Pariwisata,Pem | Pariwisata
uda dan Olahraga ‘ o
23 i Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Dinas Perikan dan Kelautan i Budi Daya i
i | Kekayaan Daerah B B I
r 24 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Dinas Perindustiian UPT Pasar j
’ Pertokoan Perdagangan Koperasi-
Usaha Mikro Kecil dan
s B Menengah P
25 | Retribusi Peletangan lkan Dinas Perikan dan Kelautan | Perikanan ‘
N - Tangkap
' 26 | Retribusi Terminal - | Dinas Perhubungan, UPT Terminal & :
Komunikasi dan Informatika | Perparkiran |
:F2;7j Retribusi Tempat Khusus Parkir (RSUD) Dinas Perhubungan, . UPTParkir
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Komunikasi dan Informatika |

H
t

28 | Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pantai Dinas Perhubungan, UPT Parkir
] Pasir Padi) Komunikasi dan Informatika |
29 | Retribust Tempat Khusus Parkir Dinas Perhubungan, JPT Parkir
(TPI/PPD) Komunikasi dan Informatika
30 | Retribusi Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Peternakan
31 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Destinasi
Kebudayaan, Paniwisata, Pem Pariwisata
uda dan Olahraga )
32 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kantor Pelayanan Perizinan Pengolahan Data
(IMB) Terpadu
33 | Retribusi 1zin Tempat Penjualan Kantor Pelayanan Perizinan Pengolahan Data
Minuman Beralkohol Terpadu
34 | Retribusi [zin Gangguan Kantor Pelayanan Perizinan Pengolahan Data
Terpadu
35 | Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan, Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Darat

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017
2. Penerimaan Pendapatan transfer yang merupakan transfer Pemerintah Pusat/Dana
perimbangan yang terdirt dari dana bagi hasil pajak,dana bagi hasil sumber daya
alam, dana alokasi umum,dana alokasi khusus
3. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu dana penyesuaian
4. Penerimaan yang diperoleh dari transfer Pemerintah Propinsi yang terdiri dar
Pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.
2. Pengeluaran
Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau
Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan
pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah yang
keluar dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Adapun pengeluaran vang keluar dari kas umum daerah Pemerintah Kota

Pangkalpinang yaitu :
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1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial.

o

- Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan Mesin, Belanja
Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan,Irigasi, Jaringan, Belanja Aset Tetap
Lainnya , Belanja Aset lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

4. Transfer yang merupakan akun yang digunakan untuk menampng pengeluaran

uang dart Pemerintah Kota Pangkalpinang ke entitas pelaporan lain misalnya

pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

C. Pembahasan

Adapun analisis yang dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Analisis Penerimaan/pendapatan

Analisis penerimaaan/pendapatan antara lain analisis varians (selisih)
anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas.
1.1 Analisis Varians (Selisih)

Analisis varians (selisih) dihitung dengan cara menghitung selisih realisasi
pendapatan dengan yang dianggarkan.

Indikator apabila realisast pendapatan diatas jumlah yang dianggarkan
maka dinilai batk namun apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang
dianggarkan maka dinilai tidak baik.( Mahmudi,2016)

1.1.1 Analisis varians pada periode 2013
Untuk melihat pengelolaan keuangan daerah dalam keadaan baik salah

satunya digunakan perhitungan varians (selisth) sehingga dapat ditarik kesimpulan
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bahwa pengelolaan keuangan daerahnya baik atau tidak dilihat dari sudut pandang

pendapatan. Adapun analisis varians pada periode 2013 sd 2015 dapat

ditampitkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Analisis Varian Periode 2013

TARGET

oy oAl T " (%)
NO URAIAN ANGGARAN 2013 | REALISASEZO] WWALISIS VARIANS 1 catisasi
. (Rpy {(Rp) -
(Rp)
I 2 3 ] 4 5 6
| PENDAPATAN 657.998.836.219.00 662197 444 473,99 4198 608 254 99 101
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 81.544.926.450.00) 92.106,752.248.02 10,561,823 758,02 113
1.1.1 Pendapatan Daerah 34.220.000.000.00 4797812391570 | 1373812391570 140
1.1.2. | Pendapatan Retnibusi Daerah 15.016.298.500.00 16,134 .938.007.00 1.118.639.507 00 107
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan j
Kekayaan Daerah vang Dipisahkan 3.800.000.000,00 341426510625 3142651629 01
.14, | Lain-lain PAD yang sah 28.518.627.990,00 24.152.261 809,03 (4.366.366.180,97) 83
12. | PENDAPATAN TRANSFER 575.443.909.729 00 569.883.066.753.97 (5560842 973 03) 99
1.2.1 Transfer Pemenntah Pusat - Dana 469.708.594.566.00 (776.785.108,00)
Perimbangan 470.485.379.674.00 | 100
S R |
1.2.1.1. | Dana Bagi Hasil Pajak 28.067.898.592.00 28.738.981.151,00 671.082.559.00 102
1.2.1.2. | Dana Bagi Hasil Sumber Daya 25.369918.082.00 2392205041500 (1.447 867.667.00)
Alam 94
1.2.1.3. | Dana Alokasi Uinum 384.421.523.000,00 384.421.523.000,00 o - 100
1.2.1.4. | Dana Alokasi Khusus 32.626.040.000.00 32.626.040.000,00 - 100
1.2.2. | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 38.203.724.000.00 38.203.724.000,00 - 100
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus - - - 0
12.2.2. | Dana Penyesuaian 38.203.724.000,00 38.203 724 000,00 - 100 |
Dana Desentralisas1 dan Penguatan
1.2.2.2. | Fiskal - - - - 0
1.2.3. | Transfer Pemerintah Provinsi 66.754.806.035.00 61.970.748.189 97 (4.784.057.865.03) 93
1.2.3.1. | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 38.114.566.055,00 | 39.557.422.189.97 1.442.856.134,97 104
1.2.3.2. | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 28.640.240.000.00 22.413.325.900,00 16.226.914.100,00) 73
LAIN-LAIN PENDAPATAN ‘
1.3, YANG SAH 1.000.000.000,00 207 625.470.00 (792 374 530,00 21
1.3.1. | Pendapatan Hibah 1.000.000.000,00 207.625.470,00 (792.374.530.00) 21
132 Pendapatan Dana Darurat - - - | 0
1.3.3 Pendapatan Lainva - - - 0
JUMLAH 657.998.836.219.00 | 662.197.444.473.99 | 4.198.608.254.99 | Ll

Sumber : Data Diolah Tahun 2017
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Dari  target anggaran penerimaan pada tahun 2013  sebesar
Rp 657.998.836.219,00 (Enam ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus
sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus
sembilan belas rupiah) sudah terealisasi penerimaan yang diperoleh Pemerintah
Kota Pangkalpinang sebesar Rp 662.197.444 473 99 (Enam ratus enam puluh dua
milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu
empat ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh) dengan varians lebih/selisth
yang diharapkan (favourable variance) artinya sehisih lebih besar pada realisasi
pendapatan sebesar Rp 4.198.608.254.99 (Empat milvar seratus sembilan puluh
delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah sembilan
puluh sembilan sen) dengan presentasi sebesar 1,01 % secara keseluruhan
penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan baik karena realisasi
penerimaan diatas target anggaran sebesar Rp 657.998.836.219,00 (Enam ratus
lima puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan pulub delapan juta delapan ratus
tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Penerimaan digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah i

Grafik 4.1
Analists Varians Penerimaan Periode 2013
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1.1.2 Analisis varians pada periode 2014
Tabel 4 4

Analisis Varian Periode 2014

43PF4.pdf

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

l TARGET | [ ANALISIS |
. | S : )
NO URAIAN | ANGGARAN 2014 | REAL:??' 21 VARIANS pee)
{ { 2115481
S P — v L R
! 2 : 3 { 4 ) 5 6
_‘A,A,,,H,g}.,,ﬁ s S R ,_,;’_, ,,,,,,,, -
1 | PENDAPATAN | 763.679.23044951 | 745.868139.815,09 | (17.791.095.634,42) 98 |
; | i '
i 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH L 111.294.287.826,51 | 113.817.278.385,97 2.522.990.559,46 102
{ I T e S —
i | |
1.1.1. | Pendapatan Daerah | 45.175.000.000,00 | 52.847.336.511,80 |  7.672.336.511,80 nlJ
_ e -
1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah _”LJ’?J%,021.OOO,Q9M§ 16.455.668.909,66 ! ~ 1.261.647.909,66 108
Pendapatan Hasil Pengelolaan 1 !
1.1.3 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan l:
4.00Q.OO0.099,00 G 2.039.642.020,30 {1,960.357,979,70) 51
1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah 46.925.266.826,51 | 42.474.630.944,21 |  {4.450.635.882,30) 91
AGIRICOR0S | AAICNNGA | BA0EBIR0) | N
12. | PENDAPATAN TRANSFER | 652384.942.623,00 | 632.070.856.429,12 | (20.314.086.193,88) 97
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
1.2.1. Perimbangan 504.369.613.623,00 | 501.293.469.097,00 (3.076.144.526,00) 95
A ~:359.02 9.0
1.2,1.1. | Dana Bagi Hasil Pajak R 24.637.442.540,00 21_.8\45.753;2100 L {2.791.689.613,00) 89
1.2.1.2. | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ~EA}._1a7l§{1§.0233,_(}EA_+[‘l3i110.‘3}:&3_._1_7‘0,00 | 9.932.695.087,00 141
1.2.1.3, | Dana Alokasi Umum | 414.685.923.000,00 | 414.685.923.000,00 | - 100
i
1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 40.86?,4699.000,00 30.651.4SQ.OOG,OGV (10.217:150.000,00) 75
Transfer Pemerintah Pusat -
1.2.2. Lainnya 73.142.789.000,00 55.096.212.000,00 {18.046.577.000,00} 75
i
1.2.2.1. Dana Penyesuaian ‘73.142.789AQOO,00_H 55.096.212.000,00 ! {18.046.577.000,00} 75
1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi ¢ *14;37_2;5.90'000'00 75.681,175.332,12 I 808.635.332,12 101
1.2.3.1. | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 36.000.000.000,00 | 45.769.318.082,12 |  9.769.318.082,12 127 |
1.2.3.2. | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya ] 38.872.540.000,00 | 25.911.857.250,00 (8.960.682,750,00) 77
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG i i
1.3. SAH R - S N - N
1.3.1. Pendapatan Hibah - - - -
N B e A
|
1.3.2. | Pendapatan Dana Darurat i o T - N
_‘}_ | -
1.3.3. Pendapatan Lainya { B _;]Lgm_ e S R
| |
L JUMLAH _763.679.230.449,51 ;,_EE?8-13‘&8i§£ij_.J.l_?,-l?%f?é@_‘}"‘2) %8
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Penerimaan digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini:

Gratik 4.2

Analisis Varians Penerimaan Periode 2014
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Dar1  target anggaran penerimaan pada tahun 2014  sebesar
Rp 763.679.230.449,51 (Tujuh ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh
puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan
ruptah lima puluh satu sen) sudah terealisasi penerimaan yang diperoleh
Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp 745.888.134 815,09 (Tujuh ratus
empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga
puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah sembilan sen) dengan varians
kurang/selisith  yang tidak diharapkan (unfavouwrable  variance) sebesar
(Rp 17.791.095.634,42) (Tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta
sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh dua

sen) dengan presentasi sebesar 0,98 % secara keseluruhan penerimaan Pemerintah
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Kota Pangkalpinang dikatakan belum baik karena realisasi penerimaan masih

dibawah target anggaran sebesar Rp 763.679.230.449.51 (Tujuh ratus enam puluh

tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu empat

ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen).

1.1.3 Analisis varians pada periode 2015

Tabel 4.5

Analisis Varian Periode 2013

e - - PR — -
| a TARGET | . ANALISIS |
No. URAIAN ANGGARAN 2015 REAL%;”;)S' 2015 VARIANS e |
LRy : (Rp) ~
|| PENDAPATAN | R5396557545970 | 797819 T3R8 | (36.145.836.671.42) 93
1.1. | PENDAPATAN ASLIDAERAH | 135.492.246.486,70 | 135.305.782.559,87 (186.463.926,83) 109 |
.11 Pendapatan Pajak Daerah 60.600.000.000.00 S7.078.721.262,23 (3.521.278.737.77) 94 |
_1,1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 17.712.600.000.00 16.933 544.415.66 {779.055.584 34) 96
1.1.3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
o 4,200 000.000,00 4.314.667.852,53 114.667.852,53 103
1.1.4. | Lamn-lain PAD vang seh o 32.979 646 486,70 56.978.849.029.45 3.999.202.542.75 JO8<(
1.2. | PENDAPATAN TRANSFER 718.473.328.973,00 | 662.513.956.228,41 | (55.959.372.744.59) 92
L2 1R ANSFER PEMERINTAH |
PUSAT-DANA PERIMBANGAN | 574789879 85400 | 538 208270.454,00 (36.581.609.400,00) 94
1.2.1.1. | Dana Bagi Hasil Pajak 24.882.993.000.00 | 17.579.718.100,00 |  (7.303.274.900,00) 7
Dana Bagi Hasil Sumber Dava
1212 Alam 51496067 854.00 3792727335400 {13.568.794.500,00) 744
12.13. | Dana Alokasi Umum | 419.863.119.000.00 |  419.863.119.000.00 - 100 |
1.2.1.4. | Dana Alokasi Khusus N 7854770000000 | 62.838160.000.00 | (15.709.540.000.00) 80 |
Transter Pemerintah Pusat -

1.2.2. | Lainya S409747900000 | 43423.684.00000 | (10.673.795.000,00) 80 |
1221 | Dana Otonomt Khusus N - - - 0
1222 Dana Penyesuman ! 34.097 479.000.60 43 423 684.000,00 (10.673.795.000,00) 80 |

- i ;
1

1.2.3. | Transfer Pemerintah Provinsi | $9.585.970.119.00 |  80.882.001.774,41 |  (8.703.968.344,59) 9 |
i
1.2.3.1. | Pendapatan Bagi Huasil Pyak 48,397 950.119.00 63.365.681.774.41 14.967.73 1._6_55,41 131 i
L S PR AT AL R A N i I ‘
12.3.2. | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya b 4L I8BO20.000.60 17.516.320.000,00 (23.671.700.000,00) 43 |
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN - - 0
YANG SAlL ]
- |
131 Pendapatan Hibah - - - 0 !
_ S SO e
| 132 | Pendapatan Dana Darweat - 4 - - 0

1.3.3. Pendapatan Lamya | - - - U

— ,,,

Jumlah | Koigeoonacv s | T9TRISTISTERIS | (G614583GGTIAY | 93 |

gumber : Data Diolah Tahun 2017




ARPA.pdf

Penerimaan digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini:
Grafik 4.3

Analisis Varians Penerimaan Periode 2015
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Dari target anggaran penerimaan pada tahun 2015  sebesar
Rp 853.965.575.459.70 (delapan ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus enam
puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan
rupiah tyjuh puluh sen) sudah terealisasi penerimaan yang diperoleh Pemerintah
Kota Pangkalpinang sebesar Rp 797.819.738.788,28 (tujuh ratus sembilan puluh
tujuh milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu
tuyjuh ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh delapan scn) dengan
varians/selisth  yang tidak  diharapkan  (unfuvowrable  variance)  sebesar
Rp (56.145.836.671.42) (lima puluh enam milyar seratus empat puluh lima juta

delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tuyjuh puluh satu rupiah empat
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puluh dua sen) dengan presentasi sebesar 0,93 % secara keseluruhan penerimaan
Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan belum baik karena realisasi
penerimaan masth dibawah target anggaran sebesar Rp 853.965.575.459,70 (Lima
puluh enam milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam
ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh dua sen)
Adanya realisasi penerimaan dibawah  target penerimaan hal ini
dikarenakan antara lain:
1. Kesadaran para Wajib Pajak akan kewajibannya sangatlah kurang sehingga
para Wajib Pajak enggan menyampaikan laporan tentang jumlah tamu yang

menginap dengan benar.

[N

Pertumbuhan usaha Hotel/Penginapan di Kota Pangkalpinang sangat lambat.
sedangkan untuk rumah kos / rumah kontrakan banyak masyarakat vang
belum mempunyai kesadaran dan keberatan atas pengenaan pajak rumah kos /
rumah kontrakan.

Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan merasa pembayvaran pajak Restoran/

Lo

Rumah Makan akan mengurangi keuntungannva, sehingga mereka enggan
menyampaikan laporan jumlah omzet vang mereka terima kepada petugas
dari DPPKAD Kota Pangkalpinang.

4. Pertumbuhan usaha Hiburan di Kota Pangkalpinang sangat lambat, sehingga
upava peningkatan penerimaan PAD dari Pajak Hiburan ini sangatlah
terbatas.

5. Pemungutan Pajak Reklame vang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota belum maksimal, karena untuk objek Pajak



9.

10.

11
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Reklame yang baru tidak dapat dipungut sebelum ada rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Kota Pangkalpinang sedangkan yang Pajak
Reklame terusan / lanjutan tetap dipungut.

Pihak PLN belum melaksanakan kesepakatan MOU (memorandum of
understanding; dengan  Pemerintah Kota Pangkalpinang dan tidak
menvampaikan laporan.  sehingga penyetoran pajak dilakukan secara
langsung ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Belum adanya Peraturan Walikota turunan dari Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan boleh dibilang hampir tidak
ada di Kota Pangkalpinang. Oleh sebab itu, Pangkalpinang sangat
mengandalkan pemasukan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan
Kegiatan pembangunan fisik bangunan atas Kegiatan Pembangunan yang
didanai APBD Kota Pangkalpinang maupun APBD Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Objek Pajak Parkir di Wilayah Kota Pangkalpinang terbatas pada pengusaha
vang mengelola parkir sedangkan pengusaha yang tidak mengelola parkir di
tempat usaha mereka tidak dapat memungut pajaknya.

Karena pengelolaan pemungutan Pajak Air Tanah baru dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2011 sehingga banyak objek baru yang belum terdata.
Banyaknya Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) vang melakukan transaksi jual beli tidak melaporan harga transaksi

yang sebenarnya sehingga pajak yang diterima tidak maksimal.
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Banyaknya Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) yang datanya ganda dan banyaknya alamat WP yang tidak
diketahui tempat penagihannva serta WP yang berubah nama atau sudah

dipindah tangan dengan pemilik baru.

. Adanya pelayanan BPJS pada kiinik-klimk swasta juga mempengaruhi

pendapatan retribusi pada setiap puskesmas.

. Masyarakat masth banvak vang belum membayar Retribusi Pelayanan

Persampahan / Kebersihan dengan alasan membuang sampah sendiri,

. Kurangnva kesadaran masvarakat akan pentingnya kegunaan alat pemadam

Kebakaran dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran.
Kurangnya sarana untuk penyedotan tinja dan adanya usaha penyedotan tinja

milik swasta.

. Banyaknya petugas parkir yang tidak jujur, pengaruh kondisi alam / hujan

dan banyak premanisme dan parkir har

Kurang adanya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi dan
kurang adanya minat para pedagang untuk berjualan di meja batu maupun
lapak yang telah sediakan karena fasilitas yang ada di Pasar Pagi (Pasar
Kampung Melayu) vang ada di lantai bawah rusak parah sehingga para
pedagang cenderung untuk berjualan di luar lapak atau meja batu dengan
demikian cenderung terkesan sebagai PASAR TUMPAH sehingga Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperast Usaha Mikro Kecil dan Menengah

melalui Unit Pelaksana Teknis Pasar susah untuk memungut atau menagih



Retribust tersebut dan tidak ada peminat/penyewa yang mau menyewa kios-
kios lantai 2 sehingga target tidak tercapai

19. Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi, fasilitas belum lengkap, Daya tampung
belum optimal dan sumber daya manusia teknis pemotongan hewan belum

memadai

(3]

Kurangnva kesadaran masyarakat untuk membuat lzin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Kurangnva kesadaran masyarakat untuk membuat Surat izin
Gangguan
21. Pemakai Jasa Kekayaan Daerah Tidak Memberikan Keterangan/ Data vang
lengkap dalam setoran bank dan pemakai jasa tidak melaporkan kepada
Bidang Aset DPPKAD setelah menyetor uang ke Bank.
1.2 Anpalisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahur apakah
pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa
periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan
secara positif ataukah negatif.
Pertumbuhan pendapatan th t = Pendapatan Th t — Pendapatan Th(t-1) x 100%

Pendapatan Th(t-1)
Indikator apabila pertumbuhan pendapatan positif maka adanya

peningkatan kinerja dan apabila pertumbuhan pendapatan negatif maka adanya
penurunan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah.( Mahmudi,2016)
Adapun Analisa pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Pangkalpinang

periode 2013 sd 2015 sebagai berikut :
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1. Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2013

662.197.444.473.99 — 586.524.654.015.98 x 100% = 66%
586.524.654.015,98

2. Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2014
745.888.134.815.09 — 662.197.444.473 99 x 100% = 74%
662.197.444 473,99
3. Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2015
797.819738.788.28 — 745.888.134 815,09 x 100% = 79%
745.888.134.815,09
Tabel 4.6
Pertumbuhan Pendapatan Periode 2013 sd 2015
E}IJ I _ Tahun Uraian % Ketcrangan
B 2013 ' Pertumbuhan Pendapatan 66 Positif :
2 1 2014 Pertumbuhan Pendapatan 74 P?Sl’ll’f ]
3 2015 Pertumbuhan Pendapatan 79 Positif :

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Dan tabel 4.6 diperoleh pertumbuhan pendapatan yang positif sehingga
adanya peningkatan kineja dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah
Kota Pangkalpinang.
1.3 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisast
penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Rasio Ffektivitas PAD = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah x 100%
Target Penertmaan PAD

Untuk mengukur efektivitas Mahmudi (2016) dapat dikategorikan yaitu:
1. Tingkat Pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif

2. Tingkat Pencapaian 100% berarti efektif

b

. Tingkat Pencapaian 90%-99% berarti cukup efektif

tud
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4. Tingkat Pencapaian 75%-89% berarti kurang efektif

5. Tingkat Pencapaian kurang 75% berarti tidak efektif

Menurut Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015

Efektf adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

1.3.1 Rasio Efektivitas Periode 2013

Rasio Efektivitas PAD = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Dacrah x 100%

Target Penerimaan PAD

92.106.752.248.02 x 100% = 113%

81.554.926.490,00

1.3.2 Rasio Efektivitas Periode 2014

Rasio Efektivitas PAD = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah x 100%

Target Penerimaan PAD

113.817.278.385,97 x 100% = 102%

111.294.287.826,51

1.3.3 Rasio Efektivitas Periode 2015

Rasio Efektivitas PAD = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah x 100%

Target Penerimaan PAD

_135.305.782.559,87 x 100% = 100%

135.492.246.486.70

Tabel 4.7
Rasio Efektivitas Periode 2013 sd 2015

‘( No Periode Uraian % Kctefﬁfngan
T 2013 Rasio Efektivitas (13 Sangat Efektif |
; 2 2014 Rasio Efektivitas 102 Sangat Efektif
L 3 2015 Rasio Efektivitas 100 Efektif

Sumber : Data Diolah Tahun 2017



43854 pdf

Bila dilihat Tabel 4.7 bahwa Pengelolaan Keuangan daerah Pemerintah
Kota Pangkalpinang baik karena realisasi penerimaan PAD dibandingkan target
penerimaan PAD berhasi mencapai rasio 100% bahkan diatas 100% .

2. Analisis Pengeluaran

Analisis Pengeluaran/belanja yang terdiri dari analisis varians belanja.
rasio efisiensi belanja
2.1 Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan
anggaran.

Indikator apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan
maka kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya baitk namun apabila
realisasi belanja melebthi dari yang dianggarkan maka kinerja pengelolaan
keuangan pemerintah daerahnya tidak baik. ( Mahmudi,2016)

2.1.1 Varians Belanja Periode 2013

643.560.132.766,70 - 763.835.768.032,42 = (120.275.635.265.72)

Tabel 4.8
Analisis Varians Belanja Periode 20153
o TARGET re ‘ -
) SASL 2013 ANALISIS V ANS %
NO URATAN ANGGARAN 2013 REALISASLZOLS | ANALISIS VARIA] 20
(Rpy ! (Rpy Realisas!
Rp) .
1 2 3 4 5 6
! BELANJIA 763.835.768.032,42 643.560.132.766.70 | (120.275.635.265.72) 84
1.1 BELANJA OPERASI 569.042.262.292.84 482.549.067 328,32 {80.493.194.964,32) &5
141, Belanja Pegawai 371.830.471.023,54 332.650.128.079.14 (39.180.342.944 40) 89
1.1.2. Belanja Barang 169.917.017.026,30 127.394.621 833,18 (42.522.395.173.12) 75
b3 Belanja Bunga - - ) - -
114 Belanja Subsidi
1.1.5. Belanja Hibah 25.154.360.600,00 21.148.990.396,00 {4.005.364 204 00) 84
1 1.6 | Belanja Bantuan Sosial 2.140.413.643,00 1.235.321.000,00 (785.092.643,00) 63
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117 Belanja Bantuan Keuangan - - - -
1.2. | BELANIA MODAL 189.803.818.739.58 | 160.649.392.847,38 (29 154,425 892.20) 83
1.2.1. | Belanja Tanah - - - -
- S U,
P 122 Belanja Peralatan dan Mesin 31424428 029,58 3R.9R2.89G.714,00 (12.441.531 315,58) 76
1.2.3. | Belanja Gedung dan Bangunan 56.218.347.714,00 44.642.004 083 .38 _111.576.343.630,62) 79
Belanja Jalan. Ingasi dan
| 124, | Jaringan 81.227.523 758,00 76 504.092 800,00 | (4 723.430.938,00) 94
125 Belanja Aset Tetap Lainnya 933.519.238.00 520.399.250.00 i (413.119.988.00) 56 |
L1206 Belanja Aset lainnya - o - -
1.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.544.604.000.00 3 R27.891,00 4.538.776.109.00) 13
- . ' RAE |
131 Belanja Tidak Terduga 4.544.604.000,00 IR27THROT00 i4.538.776.109,00) 13
1.4 TRANSFER 445.083.000,00 335.844.700,00 (89.238.300.00) 80
_ L40| Transfer Bagi Hasil ke Desa 445.083.000.00 355 844.700,00 (89.238.300,00) 80
4.0 1 | Bag Hasil Pajak - ) o - -
- 1.4.1.2. | Bagi Hasil Retnibusi - I B T o -
A Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Bantuan Kepada Partai Politk 445.083.000,00 | 3SSRLLTOO00 1 (89.238.300.00) 30 |

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Pengeluaran Belanja digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah

ni:
Grafik 4.4
Analisis Varians Pengeluaran Belanja Periode 2013
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Dari target anggaran pengeluaran belanja sebesar Rp  763.835.768.032.42
(Tujuh ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus
enam puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) terealisasi
sebesar Rp 643.560.132.766,70 (Enam ratus empat puluh tiga milyar lima ratus
enam puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah

tujuh puluh sen) sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan

L]

pengehematan anggaran sebesar Rp 120.275.635.265,72 (Seratus dua puluh
milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ima ribu dua ratus
enam puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen) dengan presentase sebesar 84%.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Pangkalpinang tclah merealisasikan
belanja operasi sebesar Rp 482.549.067.328,32 (F=mpat ratus delapan puluh dua
milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua
puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) dari target anggaran pengeluaran sebesar
Rp 569.042.262.292 .84 (Lima ratus enam puluh sembilan milyar empat puluh dua
juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah delapan
puluh empat sen) sehingga penghematan sebesar Rp 86.493.194.964.52 (Delapan
puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh
empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah lima puluh dua sen) atau
sebesar 85 %.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja modal sebesar Rp 160.649.392.847,38 (Seratus enam puluh milyar enam
ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus

empat puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) dari target anggaran pengeluaran
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sebesar Rp 189.803.818.739,58 (Seratus delapan puluh sembilan milyar delapan
ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan
rupiah  lima  puluh  delapan sen) sehingga  penghematan  sebesar
Rp 29.154.425.892,20 (Dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta
empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua
puluh sen) atau sebesar 85%.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja tidak terduga sebesar Rp 5.827.891.00 (L.ima juta delapan ratus dua puluh
tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari target anggaran
pengeluaran sebesar Rp 4.544.604.000,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh
empat juta enam ratus empat ribu rupiah) schingga penghematan sebesar
Rp 4.538.776.109,00 (Empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus
tujuh puluh enam ribu seratus sembilan rupiah) atau sebesar 13 %.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja transfer sebesar Rp 355.844.700.00 (Tiga ratus lima puluh hma juta
delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan target anggaran
pengeluaran sebesar Rp 445.083.000,00 (Empat ratus empat puluh lima juta
delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga penghematan sebesar Rp 89.238.300,00

(Delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

atau sebesar 80%.

2.1.2 Varians Belanja Periode 2014

715.541.603.665,05 - 881.168.180.008.22 = (165.626.576.343,17)



Tabel 4.9

Analisis Varians Belanja Periode 2014
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TARGET

REALISASI 2014

ANALISIS VARIANS

()

NO URATAN ANGGA R/\N 2014 Rp) R®p) Realisasi
(Rp)
1 2 o ; 7 - 4 S 6
1 BELANJA XR»II:\\‘]KI)UU&Z?Z s s (165.626.576.343,17) 81
1. BELANJA OPERASI 634 201 34005620 1 (109.615.847.858,17) &3
111 Belanja Pegawai P37 533 443 18930 1 3R0.395.462.629,84 (57.137.980.559.46) 87
[.1.2 Belanja Barang 194099 ‘jl)jxj'f 1 45_{,‘0‘) R06.159,21 (49.090.113.257.71) 73
1.13 Belanja Bunga o i - - - -
1.1.4. | Belanja Subsidi ,,, - - - -
1.1.5. | Belanja Hibah 17800254 000 16 13.134.049.359.00 (2.666.204.641,00) 85
1.1.6. Belanja Bantuan Sosial 4 827 923 430 0u 4. 106.374.050,00 (721.549.400.00) 85
1.1.7. | Belamya Bantuan Kevangan s - - -
1.2. BELANJA MODAL 2244375569320 170.446.721.009.00 {53.990.835.943.00) 76
1.2.1. | Belama Tanah 3TIRO6L 23700 | - (3.728.661.237.00) -
122 Belanja Peralatan dan Mesin 57.209.233 598,00 40.771.811.290,00 (16.437.442.308,00) 71
1.2.3. | Belanja Gedung dan Bangunan 634160625 683 00 37.171.964.259.00 (26.244.661.424.00) 59
1.2.4. | Belanja Jalan, Ingasi dan Jaringan 95617.226.226.00 91.105.643.922.00 (4.511.582.304,00) 95
1.2.5 Belanja Asct Tetap Lainnya 446579020800 1 1397301 538,00 (3.068.488.670,00) 31
1.2.6 Belanja Aset lainnya o ;J - - -
1.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2024 000000 DG R.449.090,00 (2.015.550.910,00) 42
1.3.1 Belanja Tidak Terduga 2024 000 00000 1 8.449.090,00 (2.015.530.910,00) 42
1.4, TRANSFER 4450830000 | 440.741.368,00 (1.341.632.00) 99
1.4.1 Transfer Bagi Hasil ke Desa 445.083.000,00 440 741.368,00 (4.341.632,00) 99
1.4.1.1. | Bagi Hasil Pajak - - - -
1.4.1.2. | Bagi Hasil Retribusi - _ - - -
1.4.1.3. | Bagi Hasil Pendapatan 1.ainnva
Bantuan Kepada Partai Pohitik 4435 0R3.00G.00 ! 440,741 368,00 (4.341.632.00) 99

Sumber : Data Diolah Tahun 2017
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Pengeluaran Belanja digambarkan dalam bentuk grafik seperti dibawah

ni:
Grafik 4.5
Analisis Varians Pengeluaran Belanja Periode 2014
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Dari target anggaran pengeluaran belanja sebesar Rp 881.168.180.008,22
(Delapan ratus delapan puluh satu milyar seratus enam puluh delapan juta seratus
delapan puluh ribu delapan rupiah dua puluh dua sen) terealisasi sebesar
Rp 715.541.603.665,05 (Tujuh ratus lima belas milyar lima ratus empat puluh satu
juta enam ratus tiga ribu enam ratus enam puluh hima rupiah lima sen) sehingga
Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan pengehematan anggaran sebesar
Rp 165.626.576.343,17 (Seratus enam puluh lima milyar enam ratus dua puluh
enam juta lima ratus tujub puluh epam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah

tujuh belas sen) dengan presentase sebesar 81%.
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Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja operasi sebesar Rp 544.645.692.198,05 (Lima ratus empat puluh empat
milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu
seratus sembilan puluh delapan rupiah lima sen) dari target anggaran pengeluaran
sebesar Rp 654.261.540.056,22 (Enam ratus lima puluh empat milyar dua ratus
enam puluh satu juta lima ratus empat puluh nbu hma puluh enam rupiah dua
puluh dua sen) sehingga penghematan sebesar Rp  109.615.847.858.17
(Seratus sembilan milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh
tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah tujuh belas sen) atau sebesar
83%.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja modal sebesar Rp 170.446.721.009,00 (Seratus tujuh puluh milyar empat
ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan rupiah) dari
target anggaran pengeluaran sebesar Rp 224.437.556.952 00 (Dua ratus dua puluh
empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu
sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga penghematan sebesar
Rp 53.990.835943,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh
juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
atau sebesar 76%.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja tidak terduga sebesar Rp 8.449.090.00 (Delapan juta empat ratus empat
puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dari target anggaran pengeluaran

sebesar Rp 2.024.000.000,00 (Dua milyar dua puluh empat juta rupiah) sehingga
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penghematan sebesar Rp 2.015.550.910,00 (Dua milyar lima belas juta lima
ratus lima puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 42%.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja transfer sebesar Rp 440.741.368.,00 (Empat ratus empat puluh juta tujuh
ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dari target
anggaran pengeluaran sebesar Rp 445.083.000,00 (Empat ratus empat puluh lima
juta delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga penghematan sebesar
Rp 4.341.632,00 (Empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga

puluh dua rupiah) atau sebesar 99%.

2.1.3 Varians Belanja Periode 2015

808.541.648.446.64 - 994.788.838.491,51 = (186.247.190.044,87)

Tabel 4.10

Analisis Varians Belanja Periode 2015

NO URATAN I\N(iﬁ;‘ /’\‘l\} 13 REAI,JS;}\S] 2015 ANALISI(; ;;ARIANS N
,,,,,,,, (Rp)
! 2 i3 4 5 6 |
|1 | BELANIA [ 994 788 838.491 51 808.541 64844664 | (186.247.190.044,87) 81
1.1 BELANJA OPERASI ; 732.299.740.656.66 611.917.346.138,04 (120.382.394.498.62) 84
| 111 | Belanja Pegaswa B | 480.009.547 71847 425.735.935.639.84 (54.253.612.078.63) 89
1.1.2 | Belanja Barang 234.270.081.347.19 170.684.313.498,20 (63.585.767.848,99) 73
i
1.1.3 | Bunga N - - - - 0
[.1.4 Subsidi o ) - - - O
1.15 Hibah 16.123.469.500.00 14.440.765.120,00 {1.682.704.380,00) 90
116 Bantan Sosial B 1.896.642.091 .00 1.036.331.500.00 (860.310.191,00) 35
1.2 BELANJA MODAL 260 899.097.834,85 196.105.837.101,00 (04.793.260.733 83) 75
1.2.1 | Belanja Tanah ) 5.000.000.000,00 4.949.389.000,00 (50.611.000,00) 99
1.2.1 | Belanja Peralatan dan Mesin 53,444 977.647 00 39.830.277.981,00 (13.614.699.666,00) 75
1.2.2 | Belaja Gedung dan Bangunan 71.376.105.316.85 25.605.820.200,09 (45.770.285.116,83) 36
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97 |

1.2.3 | Jaringan o | 109.563.983.825.00 106.572.648.687,00 (2.991.335.138,00)
1.2.4 | Belunja Aset Tetap Lainnya 21.314.031.046.00 19.147.701.233,00 (2.366.329.813,00) 89
1.2.5 | Belanja Aset lainnya B - - 0
1.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1 800.000.000,00 4.233.614,00 (795.766.386,00) 33
1.3.1 | Belama Tidak Jerduga 800.000.000.00 | 4.233.614,00 (795.766.386,00) 53
132 | Jumlah Belumpa 1 993 998838 491.51 | 808.027.416.873,64 (185.971.421.617.87) 81
L4 | TRANSFER 79000000000 | 514.231.573,00 (275.768.427.00) | 63
1.4.1 | Transter / Bagi Hasil Ke Desa . - -
142 | BagiHasit Pajak - - - o
1.4.3 | Bagi Hasil Retnbus - . -
Bags Hasil Pendapatan Lamnya i
P44 Bantuan Kepada Partai Politik) 790.000.600.00 514.231.573.00 (275.768.427,00) 63 ;

Sumber - Data Diolah Tahun 2017

Pengeluaran Belanja digambarkan dalam bentuk grafik sepertt dibawah

int;

Analisis Varians Pengeluaran Belanja Periode 2015

Grafik 4.6
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Dari target anggaran pengeluaran belanja sebesar Rp 994.788.838.491 51
(Sembilan ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan
Juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah
lima puluh satu sen) terealisasi sebesar Rp 808.541.648.446,64 (Delapan ratus
delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan
ribu empat ratus empat puluh enam rupiah enam puluh empat sen) sehingga
Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan pengehematan anggaran sebesar
Rp 186.247.190.044.87 (Seratus delapan puluh enam milyar dua ratus empat
puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah delapan
puluh tujuh sen) dengan presentase sebesar 81%.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja operasi sebesar Rp 611.917.346.158,04 (Enam ratus sebelas milyar
sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima
puluh delapan rupiah empat sen) dari target anggaran pengeluaran sebesar
Rp 732.299.740.656,66 (Tujuh ratus tiga puluh dua milyar dua ratus sembilan
puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh enam
rupiah  enam  puluh  enam  sen) sehingga  penghematan  sebesar
Rp 120.382.394 498,62 (Seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh dua
juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan
rupiah enam puluh dua sen) atau sebesar 84%.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja modal schesar Rp 196.105.837.101,00 (Seratus sembilan puluh enam

milyar seratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus satu rupiah)
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dari target anggaran pengeluaran sebesar Rp 260.899.097.834,85 (Dua ratus enam
puluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh
ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) sehingga
penghematan sebesar Rp 64.793.260.733.85 (Enam puluh empat milyar tujuh
ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga
rupiah delapan puluh lima sen) atau sebesar 75%.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja tidak terduga sebesar Rp 4.233.614,00 (Empat juta dua ratus tiga pulub
tiga nibu enam ratus empat belas rupiah) dar target anggaran pengeluaran sebesar
Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) sehingga penghematan sebesar
Rp 795.766.386,00 (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh
enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 53%.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merealisasikan
belanja transfer sebesar Rp 514.231.573,00 (Lima ratus empat belas juta dua
ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) darn target anggaran
pengeluaran sebesar Rp 790.000.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)
sehingga penghematan sebesar Rp 275.768.427,00 (Dua ratus tujuh puluh lima
juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atau
sebesar 65%.

Berdasarkan target anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran diatas

maka dapat direkapitulasi varians belanja sebagai berikut :
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Tabel 4.11

Rekapitulasi Varians Belama Periode 2013 sd 2015

j No I“?ériode ‘ - Uraian Jumlah %

e 013 ' Varians Belanja (120.275.635.265,72)‘ 84?
r P i - - :
2 ‘ 2014 | Varians Belanja (165.626.576.343.17) 81
3; 015 Varians Belanja (186.247.190044,87) 81

iSwumbier - Data Diolafféhun 2017

Bila kita melihat hasil dan rasio varians belanja setiap periode pada
tabel 4.11 maka Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah  baik
karena reahasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan akan tetapi
jika dihhat secara keseluruhan yang paling baik pengelolaan keuangan adalah
pada periode 2015 karena sudah ada penghematan anggaran sebesar
Rp 186.247.190044 87 (Seratus delapan puluh enam milyar dua ratus empat puluh
tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah delapan puluh

tujuh sen).

2.2.  Rasio Efesiensi Belanja
Rasio vang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran
vang dilakukan pemerintah.

Rasio efisiensi befanja = Realisasi Belanja x 100%
Anggaran Belanja

Indikator apabila rasio efisiensi kurang dari 100% maka pemerintah dacrah

dinilai telah melakukan efisiensi anggaran belanja atau telah melakukan efisiensi
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belanja dan apabila rasio efisiensi 100% maka pemerintah daerah dinilai telah

melakukan pemborosan anggaran belanja/tidak efisien. ( Mahmudi,2016)

Menurut Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015

Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu

atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

2.2.1 Rasio Efisiensi Belanja Periode 2013

643.560.132.766.70 x 100% = 84%

763.835.768.032 42
2.2.2 Rasio Efisiensi Belanja Periode 2014

715.541.603.665.05 x i00% = 81%

881.168.180.008,22

2.2.3 Rasio Efisiensi Belanja Periode 2015

808.541.648.446.64 x 100% = 81%

994.788.838.491,51

Tabel 4.12
Rasio Efisiensi Periode 2013 sd 2015
rNo . Periode Uraian % Keterangan
] ; 2013 | Rasio Efisiensi 84 Efisien |
‘P 2 | R 2—()14 _R;;;}E-ﬁsiensi 81 E;E—sienr
[5 i M 2()*1;“‘~_hRasio Efisiensi Eji: ;}ifisiejl o

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Bila dilihat dari rasio efesiensi belanja maka kinerja Pemerintah Kota

Pangkalpinang baik dari tahun ketahun dikarenakan Pemerintah sudah melakukan
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efisienst penghematan anggaran dimana pada periode 2013 sebesar 84% menjadi

81,00% pada periode 2015.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerimaan

e Target anggaran  penerimaan pada  tahun 2015 scbesar
Rp 853.965.575.459,70 (delapan ratus lima puluh tiga milyar sembilan
ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus
lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) sudah terealisasi penerimaan
vang diperoleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar
Rp 797.819.738.788,28 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan
ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus
delapan puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen) dengan
varians/selisih yang tidak diharapkan (unfavourable variance) sebesar
Rp 56.145.836.671,42 (Lima puluh enam milyar seratus empat puluh lima
Juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah
empat puluh dua sen) dengan presentasi sebesar 0,93 % secara keseluruhan
penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan belum baik karena
realisasi  penerimaan masih dibawah target anggaran sebesar
Rp 853.965.575.459,70 (Delapan ratus lima puluh tiga milyar sembilan
ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh pulub lima ribu empat ratus

lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen)

101
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* Pertumbuhan pendapatan dari tahun 2013 sd 2015 mengalami
pertumbuhan yang positif sehingga adanya peningkatan kinerja dalam
pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu
terlihat bahwa setiap periode mengalami peningkatan.

*  Apabila dilihat dari rasio efektivitas PAD dari Tahun 2013 sd 2015 maka
kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang baik dikarenakan diatas 100%

2. Pengeluaran
* Apabila melihat hasil dari rasio varians belanja setiap periode maka
Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah baik karena realiasi
belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.
o Apabila dilihat dari rasio efesiensi belanja maka kinerja Pemerintah Kota
Pangkalpinang baik dari tahun ketahun dikarenakan Pemerintah sudah
melakukan penghematan anggaran dimana pada periode 2013 sebesar 84%
menjadi 81,00% pada tahun 2015
B. Saran
1. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih detil mengenai
penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat diketahui penerimaan yang mana
paling berpeluang untuk meningkatkan penerimaan daerah serta pengeluaran yang
mana vang berpotensi untuk menambah penerimaan daerah misalnya
pembangunan gedung yang bisa digunakan untuk sewa gedung baik dalam
perayaaan acara-acara umum maupun pribadi sehingga dapat dijadikan

pertimbangan dalam menambah pendapatan daerah.
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Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan adanya
penerimaan yang lebih kecil dapat membayarkan pengeluaran pemerintah daerah
sehingga demikian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

2. Saran Untuk DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan maka saran yang ingin
disampaikan antara lain;

1. Pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi Pemerintah Kota Pangkalpinang
lebih dioptimalisasi lagi agar tercapainya realiasasi penerimaan yang
meningkat  misalnya  menerbitkan  karcis  berlangganan  parkir,
mengoptimalkan para juru pungut agar lebith optimal dalam memungut
pajak/retribusi, meningkatkan pelayanan/fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan
kepada pengguna jasa, seperti air, penerangan, keamanan dan ketertiban serta
BBM.

2. Pemerintah Kota Pangkalpinang khususnya SKPKD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) secara rutin mengadakan sosialisi dan bimtek mengenai
penatausahaan,pelaporan penerimaan dan pengeluaran belanja kepada
SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga secara keseluruhan
Aparatur Sipil Negara merasa bertanggungjawab agar tercapainyva Pelaporan
Keuangan vang baik dan wajar tanpa pengecualian

SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lebih proaktif dalam penyampaian

|¥S]

laporan ke SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota
Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan vang telah ditetapkan oleh peraturan

pemerintah dan pusat.
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4. Pemerintah khususnya Kota Pangkalpinang meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga para aparatur

bertanggungjawab akan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing,
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Lampiran 1

Komposisi Target Anggaran Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang

R S

Periode 2013

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 o

TARGET
NOMOR URATAN ANGGARAN
I (Rp) |
S S - S . 3
1 PENDAPATAN 657.998.836.219,00 |
1.1. | PENDAPATAN ASL 1 DAERAH o | 81.554.926.490,00
L1 |Pendapatan Dacrah 34.220.000.000,00 |
1.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah 15.016.298.500,00
113 Pendapatan Hawﬁ);ﬁ:’eloldan ké]?a?aan | -3.800,000.000;6(7
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah | 28.518.627.990,00
'12. | PENDAPATAN TRANSFER | 575.443.909.729.00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
1.2.1 Perimbangan 470.485.379.674,00
2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 28.067.898.592,00
12.1.2. | Dana Bagi Hasil ?dﬁ(t?é?ﬁaﬁXﬁm 25.369.918.082,00
1.2.1. Dana Alokasi Umum 384.421.523.000,00
1.2.14. | Dana Alokasi Khusus 32.626.040.000.00
(122, | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 38.203.724.000,00
12211, Dana Ol@gmlﬁ_h’u_sgs o -
1.2.2.2. | Dana Penyesuaian 38.203.724.000,00
1.2.2.3. Dana Desentralisasi dan Penguatan Fiskal -]
v1'2'3' Transfer Pemerintah Provinsi L 66.754.806.055,00 |
1.231. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 38.114.566.055,00
1 1.23.2. Pendapatan ngp_l}_lraji Lainnya 28.640.240.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
1.3. saH | 1.000.000.000,00
1.3.1. Pendapatan Hibah l 1.000.000.000,00
1.32. Pendapataﬁér;;ﬁa:rur;{ﬁw» ] N
133 Pendapatan Lainya - -
] T JUMLAH " 657.998.836.219,00




1.1 Pendapatan Asli Daerah

1 Q%S4.pdf

Target Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 81.554.926.490,00 merupakan

target yang diperoleh dari :

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 34.220.000.000,00 yang terdiri dari :

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Air Tanah

Pajak BPHTB

Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

Rp 1.200.000.000,00
Rp 3.500.000.000,00
Rp 1.300.000.000,00
Rp 1.300.000.000.00
Rp 8.500.000.000,00
Rp 2.000.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Rp 120.000.000,00
Rp 250.000.000,00
Rp 9.000.000.000,00
Rp 6.900.000.000,00
Rp 34.220.000.000,00

1.1.2  Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 15.016.298.500,00 yang terdiri

dart :

1.1.2.1 Retribust Jasa Umum

e Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rp

e Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta

Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersthan

Rp

850.560.000,00

988.740.000,00
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Catatan Sipil Rp 308.625.000.00
¢ Retribust Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum Rp 900.000.000,00
¢ Retribusi Pelavanan Pasar Rp 303.300.000,00
» Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  Rp 600.000.000,00
¢ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran Rp 30.000.000,00
e Retribust Penyediaan dan atau Penyedotan

Kakus Rp 45.000.000.00

Jumiah Retribusi Jasa Umum Rp 4.026.225.000,00

1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

e Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 1.449.863.500,00
¢ Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp 664.500.000,00
e Retribusi Jasa Usaha Pelelangan lkan Rp 600.000.000,00
o Retribust Terminal Rp 80.000.000,00

¢ Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(RSUD) Rp
Retribust Pantai Pasir Padi Rp
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(TPL/PPI) Rp
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  Rp

Retribusi Rumah Potong Hewan Rp

26.500.000,00

175.000.000,00

125.000.000.00
207.200.000,00

200.010.000,00



e Retribusi Jasa Usaha Pelayanan
Kepelabuhan

Jumlah Retribusi Jasa Usaha

{.1.2.3 Retribust Perizinan Tertentu

L]

Retribusi Izin Gangguan (SIG)

s Retribust lzin Mendirikan Bangunan
(IMB)

¢ Retnbust 1zin Trayek

e Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan
Minuman Berakohol

e Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi

Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah

14bd54.pa

Rp 27.000.000.00
Rp 3.555.073.500,00
Rp 1.200.000.000.00
Rp 6.000.000.000.00
Rp 75.000.000.00
Rp 0,00
Rp 160.000.000.00
Rp 7.435.000.000,00
Rp 15.016.298.500,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp 3.800.000.000,00 yang terdiri dari
* Bagian Laba Atas Penvertaan Modal/
Investasi kepada Pihak Ketiga

Jumlah

Rp

3.800.000.000,00

Rp

3.800.000.000,00

Lamn-fain PAD vang sah sebesar Rp 28.518.627.990,00 yang terdiri darn :

» Jasa Giro Kas Daerah
» Penerimaan Bunga Deposito

e Pendapatan dari Denda Keterlambatan

Rp
Rp

Rp

4.195.800.000,00
1.000.000.000,00

0,00

>



e Pendapatan dart Denda Pajak

* Pendapatan dari Denda Retribusi

e Pendapatan dari Pengembalian

e Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran
Pajak

s Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran
Retribus:

e Hasil Penjualan Aset Daerah yang
tidak dipisahkan

s Pendapatan dart BLUD (RSUD)
Jumlah Lain-lain PAD yang syah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

1.2 Pendapatan Transfer

144\13354.pdf

Rp 0.00
Rp 0,00
Rp 0.00
Rp (.00
Rp 0.00
Rp 208.261.935.00
Rp 23.114.566.055.00
Rp 28.518.627.990,00
Rp 81.554.926.490,0G

Target Pendapatan Transfer sebesar Rp 575.443.909.729,00 merupakan

target yang diperoleh dari :

1.2.1  Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 28.067.898.592,00 yang terdin dari :

¢ Pajak Bumi dan Bangunan

e RBagi Hasil Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi,

e PPh Pasal 21

Jumlah Bagi Hasil Pajak

Rp

Rp

14.503.826.010,60

13.564.072.582 .00

Rp

28.067.898.592,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 25.369.918.082,00 terdiri dari :

e Provisi Sumber Daya Hutan

Rp

5851.051,00
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e [uran Tetap (Landrent) Rp 0

luran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) Rp 22.939.320.600,00

» Pungutan Pengusahaan Perikanan Rp 289738.431.,00
s Pertambangan Minyak Bumi Rp 2.135.008.000.00

Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 25.369.918.082,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 384.421.523.000,00 terdiri dari

s« Dana Alokast Umum Rp 384.421.523.000.00

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp 384.421.523.000,00
I.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 32.626.040.000,00 terdiri dari :

¢ Dana Alokasi Khusus Rp 32.626.040.000.00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp 32.626.040.000.00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Rp 470.485.379.674,60
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

e Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

Dinas Pendidikan Rp 33.203.000.000,00

Jumliah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Lainnya Rp 38.203.000.000,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi
1 2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 38.114.566.055,00 terdiri dari :
o Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 9.000.000.000,00

o Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) Rp 6.000.000.000,00
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e Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) Rp 22.114.566.055,00
e Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Permukaan Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak  Rp 38.114.566.055,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 28.640.240.000,00 terdin dart

e Bantuan Keuangan dar1 Pemerintah

Provinsi Bangka Belitung Rp 28.640.240.000,00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp 28.640.240.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Rp 66.754.806.055,00

Jumlah Pendapatan Transfer Rp 575.443.909.729,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Syah
1.3.1 Pendapatan Hibah sebesar Rp 1.000.000.000,00 terdiri dari :
e Pendapatan Hibah dari Badan/L.embaga/
Organisasi Swasta Dalam Negerl Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 1.000.000.000.00

Jumlah Pendapatan Rp 657.998.836.219,00
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Lampiran 2

Komposisi Target Anggaran Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Pernode 2014
| 1 TARGET |
| NOMOR URAIAN | ANGGARAN |
I . _ S ®p
] 2 | 3
N PENDAPATAN | 763.679.230.449,51 | 7
k‘” — S S e
L1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 111.294.287.826,51 |
[5,;*;4 S ———
] P11 Pendapatan Daerah H‘Awib 175.000.000 OO
112 Pendapatan Retribusi Daerah 1 15.194.021.000 L)O
[ 1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan ’ 4.000.000.000,00 |
N Daerah yang Dipisahkan L _745
RRE) Lain-lain PAD yang sah | 46.925.266.826,51
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 652.384.942.623,00
h Transfer Pemerintah Pusat - Dana 1
\ 1.2.1 Perimbangan 504.369.613.623,00
' 1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak  24.637.442.540,00
SR - — ]
1212 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 24.177.648.083,00
1213, | Dana Alokasi Umum | 414.685.923.000,00 |
| 1.2.14. | Dana Alokasi Khusus 1 40.868.600.000,00
TIEZ _Fr;mr Pemerintah Pusat - Lainnya 73.142.789.000,00 |
12211 Dana Otonomi Khusus o ;,)_ ]'
1222 | Dana Penyesuaian 1 73.142.789.000, _Qg |
 1.2.2.3. | Dana Desentralisast dan Penguatan Fi hskal I
123 Transfer Pemerintah Provinsi 74.872.540.000, 00
'1.23.1. | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 36.000.000.000,00 |
b B B U i
0 1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 38.872.540. OOO 00 ;
13, | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | iy
| 1.3.1. Pendapatan Hibah R T}
| e S
132 Pendapatan Dana Darurat - |
i ]
1133 Pendapatan Lainya - ;
r JUMLAH | 763.679.230.44951
iﬂlnbel DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 o



I.1. Pendapatan Asli Daerah
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Target Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 111.294.287.826,51 merupakan

target yang diperoleh dari :

1T

1.1.2

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Air Tanah

Pajak BPHTB

Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

dan :

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 45.175.000.000,00 yang terdiri dari :

1.400.000.000,00
4.200.000.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
10.500.000.000,00
3.000.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
275.000.000,00
13.500.000.000,00

9.000.000.000.00

Rp

e Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rp

¢ Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta

Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersithan

Rp

45.175.000.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 15.194.021.000,00 yang terdiri

453.672.500.00

1.150.000.000,00
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Catatan Sipil Rp 26.985.000,00

» Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum Rp 720.000.000,00
¢ Retribusi Pelayanan Pasar Rp 450.000.000,00
» Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp 600.000.000,00

e Retribust Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran Rp 45.000.000,00
» Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan

Kakus Rp 25.000.000,00

» Retribusi Pengendahan Menara

Telekomunikasi Rp 175.000.000,00

Jumlah Retribusi Jasa Umum Rp 3.645.657.500,00

1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

e Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 1.463.363.500,00
e Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp 232.000.000,00
e Retribusi Jasa Usaha Pelelangan tkan Rp 800.000.000,00
e Retribusi Terminal Rp 80.000.000,00

e Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(RSUD) Rp 40.000.000,00
e Retnbusi Pantai Pasir Padi Rp 200.000.000,00

e Retrtbusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(TP1/PPI) Rp 125.000.000,00

¢ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  Rp 300.000.000,00



e Retribusi Rumah Potong Hewan

Jumlah Retribusi Jasa Usaha

1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

e Retribusi {zin Gangguan (S1G)

e Retribusi [zin Mendirikan Bangunan
(IMB)

e Retribusi 1zin Trayvek

e Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan
Minuman Berakohol
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah

14%&54.pdf

Rp 213.000.000,00
Rp 3.453.363.500,00
Rp 2.000.000.000,00
Rp 6.000.000.000,00
Rp 75.000.000,00
Rp 20.000.000,00
Rp_ 8.095.000.000,00
Rp 15.194.021.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp 4.000.000.000,00 yang terdiri dan
¢ Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/
Investasi kepada Pihak Ketiga

Jumlah

Rp

4.000.000.000,00

Rp

4.000.000.000,00

Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 46.925.266.826,5 | yang terdin dari :

e Hasil Penjualan Aset Daerah
yang tidak dipisahkan
o Jasa Giro Kas Daerah
o Penerimaan Bunga Deposito
e Pendapatan dari Denda Keterlambatan

e Pendapatan dari Denda Pajak

Rp

Rp
Rp

Rp

7.156.000.000,00
4.195.800.000,00
2.000.000.000,00

0,00

2

0,00
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¢ Pendapatan dari Denda Retribusi Rp 0,00
¢ Pendapatan dari Pengembalian Rp 0,00
e Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran

Pajak Rp 0,00
¢ Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran

Retribusi Rp 0,00

e Hasil Penjualan dari Angsuran/Cicilan

Rumah Dinas Rp 1.777.000.000,00
e Pendapatan dari BL.UD (RSUD) Rp 28.086.919.826,51
e Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp 3.709.547.000,00
Jumlah Lain-lain PAD yang syah Rp 46.925.266.826,51
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 111.294.287.826,51

1.1  Pendapatan Transfer
Target Pendapatan Transter sebesar Rp 652.384.942.623,00 merupakan
target yang diperoleh dari :
1.2.1  Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 24.637.442 540,00 yang terdiri dari :
e Pajak Bumi dan Bangunan Rp €.811.533.102,00
¢ Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi,

e PPh Pasal 21 Rp 15.825.909.438,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak Rp 24.637.442.540,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 24.177.648.083,00 terdiri dar :

» Provisi Sumber Daya Hutan Rp 0,00
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¢ luran Tetap (Landrent) Rp 0
¢ luran Eksplorasi dan Eksploitasi (Rovalty) Rp 21.425.815.600,00
¢ Pungutan Pengusahaan Perikanan Rp 329.030.883,00

¢ Pertambangan Minyak Bumi Rp 2.422.801.600.00

Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam  Rp 24.177.648.083,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 414.685.923.000,00 terdiri dari :

¢ Dana Alokasi Umum Rp 414.685.923.000.00

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp 414.685.923.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 40.868.600.000,00 terdiri dari :

+ Dana Alokasi Khusus Rp 40.868.600.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp 40.868.600.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Rp 504.369.613.623,00
1.2.2  Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
1.2.2.1 Dana Penyesuaian sebesar Rp 73.142.789.000,00 terdiri dari :
¢ Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
Dinas Pendidikan Rp 73.142.789.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat-Lainnya Rp 73.142.789.000,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 36.000.000.000,00 terdiri dari :
¢ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 9.000.000.000,00

¢ Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) Rp 6.000.000.000,00
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e Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) Rp 20.000.000.000,00
e Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Permukaan Rp 1.000.000.000.00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak  Rp 36.000.000.000,00

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 38.872.540.000,00 terdiri dari :

e Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Provinsi Bangka Belitung Rp 38.872.540.000.00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp 38.872.540.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Rp 74.872.540.000,00

Jumlah Pendapatan Traunsfer Rp 652,384.942.623.00

Jumilah Pendapatan Rp 763.679.230.449.51
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Lampiran 3

Komposisi Target Anggaran Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2015
T e TARGET |
NOMOR URATAN ANGGARAN
e (Rp)
1 7 2 3 L
[ S —— |
b PEISB&’@I AN - 853.965.575.459,70
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 135.492.246.486,70
1.1.1 Pendapatan Daerah 60.600.000.000,00
1.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah 17.712.600.000,00
| 1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 4.200.000.000,00 !
| Daerah yang Dipisahkan ‘
| .14 Lain-lain PAD yang sah - 52.979.646.486,70 |
2. PEI\LD;\EAI@_NJB_@:JiFE&» ; 718.473.328.973,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
1.2.1. Perimbangan 574.789.879.854,00
1.2.1.1. | Dana Bagi Hasil Pajak 24.882.993.000,00
1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 51.496.067.854,00
1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 419.863.119.000,00
1.2.14. Dana Alokasi Khusus 78.547.700.000,00
1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 54.097.479.000,00
S —
122.1. J&Qa_r]ig)ig@ml Khusus -
1.2.2_._2_4_0 Dana_fﬂesualan _______ 54.097.479.000,00 |
1.2.23. Dana Desentralisasi dan Penguatan Fiskal N
1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 89.585.970.119.00
1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 48.397.950.119,00
1.2.3.2. | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 41.188.020.000,00
1.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -
1.3.1. | Pendapatan Hibah - |
1.3.2. Pendapatan Dana Darurat B - |
| 1.3.3. ‘ Pendapatan Lanya -
| JUMLAH | 853.965.575.459,70

Sumber DPPKAD Kota Pangkalpmcmg Tahun 2017



1.1 Pendapatan Asli Daerah
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Target Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 135.492.246.486,70 merupakan

target yang diperoleh dari :

111

L]

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Air Tanah

Pajak BPHTB

Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

darn ;

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 60.600.000.000,00 yang terdiri dari :

Rp 1.800.000.000,00
Rp 5.000.000.000.00
Rp 1.900.000.000.,00
Rp 2.500.000.000.00
Rp 16.750.000.000,00
Rp 4.000.000.000,00
Rp 225.000.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 250.000.000,00
Rp 18.825.000.000,00
Rp 9.250.000.000,00
Rp 60.600.000.000,00

* Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rp

e Retribusi Pelayanan Persampahan/

s Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta

Kebersihan

Rp

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 17.712.600.000,00 yang terdin

102.172.500,00

1.600.000.000,00
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Catatan Sipil Rp 0,00

¢ Retribust Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum Rp 1.000.000.000,00
» Retribust Pelavanan Pasar Rp 500.000.000,00
» Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  Rp 600.000.000,00

¢ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran Rp 45.000.000,00
» Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan

Kakus Rp 25.000.000.00

Jumlah Retribusi Jasa Umum Rp 3.872.172.500,00

1.1.2.2 Retribusy Jasa Usaha

¢ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 2.219.520.000,00
» Retribusi Terminal Rp 80.000.000,00
e Retribusi Tempat Parkir Khusus Pasir Padt Rp 200.000.000,00

o Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(TP1/PPI) Rp 125.000.000,00
» Retribusi Rumah Potong Hewan Rp 250.000.000,00
o Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp 232.000.000,00
o Retribusi Pelelangan Ikan Rp 527.000.000,00
¢ Retribusi Pelayanan Parkir di RSUD Rp 40.000.000,00
s Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  Rp 350.000.000.00

Jumlah Retribusi Jasa Usaha Rp 4.023.520.000,00

1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu



* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) Rp
¢ Retribusi Izin Gangguan (SIG) Rp
¢ Retribusi Izin Trayek Rp

» Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan
Minuman Berakohol Rp
* Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA
kepada Tenaga Asing Rp
¢ Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi Rp

13%?4@(11‘

6.000.000.000,00
3.500.000.000,00

75.000.000,00

29.307.500.00

12.600.000,00

200.000.000.00

Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu Rp

9.816.907.500,00

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Rp

17.712.600.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp 4.200.000.000,00 yang terdiri dari

e Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/

Investasi kepada Pihak Ketiga Rp_

4.200.000.000,00

Jumiah Rp

4.200.000.000,00

Lain-lain PAD vang sah sebesar Rp 52.979.646.486,70 yang terdiri dari :

e Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak dipisahkan Rp
s lasa Giro Kas Daerah Rp
e Penerimaan Bunga Deposito Rp

s Denda atas Keterlambatan

100.000.000,00
4.170.800.000,00

4.000.000.000.00
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Pelaksanaan Pekerjaan Rp 14.200.000,00
e Pendapatan Denda Pajak Rp 579.276.499.00
» Pendapatan Denda Retribusi Rp 40.737.040.00
¢ Angsuran Cicilan Penjualan Rp 1.777.000.000.00
¢ Pendapatan dari Pengembalian Rp 745374 625

e Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran

Pajak Rp 50.000.,00
s Dana Kapitasi JKN Rp 4.669.469.650 00
e Pendapatan dari BLUD (RSUD) Rp 36.882.738.672.70
Jumlah Lain-lain PAD yang syah Rp 52.979.646.486,70
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 135.492.246.486,70,00

1.2 Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transter sebesar Rp 718.473.328.973,00 merupakan
target yang diperoleh dart :
1.2.1  Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 24.882.993.000,00 yang terdiri dan :

e Pajak Bumi dan Bangunan Rp 11.951.902.000.00
¢ PPh Orang Pribadi, Rp 12.931.091.000.00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Rp 24.882.993.000,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Dava Alam sebesar Rp 51.496.067.854,00 terdiri dari
¢ Pungutan Pengusahaan Perikanan Rp 977.791.933.00
e Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Rp 1.103.009.000,00

s Sumber Daya Alam Kehutanan Rp 2.170.365,00
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¢ luran Eksploitasi (Royalty) Rp 49.394 260.122,00

¢ Bagi Hasil dari luran Tetap (Landrent) Rp 18.836.434.,00

Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 51.496.067.854,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 419.863.119.000,00 terdiri dari -

* Dana Alokast Umum Rp 419.863.119.000.00
Jumlah Dana Alokasi Umum Rp 419.863.119.600,00

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 78.547.700.000,00 terdiri dari :

e Dana Alokasi Khusus Rp 78.347.700.000.00

¢ Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp 78.547.700.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Rp 574.789.879.854,00
1.2.2  Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
1.2.2.1 Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Dinas
Pendidikan sebesar Rp 54.097.479.000,00 terdiri dari :
e  Tunjangan Profesi Guru Rp 53.368.979.000.00

e Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp 728.500.000.00

Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Lainnya Rp 54.097.479.000,00
1.2.3  Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 48.397.950.119,00 terdiri dari
s Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 11.000.000.000.00
» Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) Rp 9.000.000.000.00

¢ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
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(PBBKB) Rp 22.000.000.000,00
¢ Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Permukaan Rp 1.000.000.000,00

» Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp 5.397.950.119.00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp 48.397.950.119,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 41.188.020.000,00 terdir1 dari :
¢ Bantuan Keuangan dan Pemerintah

Provinsi Bangka Belitung Rp 41 188020.000,00,00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp 41 188.020.000.0000

Jumiah Transfer Pemerintah Provinsi Rp 89.585.970.119,00
Jumlah Pendapatan Transfer Rp 718.473.328.973,00
Jumlah Pendapatan Rp §53,965,575.459,70

1.2. Realisasi Penerimaan
Realisasi Penertmaan yang diperoleh DPPKAD selaku Kuasa Bendahara

Umum Daerah periode 2013 s.d 2015
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Lampiran 4
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang
Periode 2013
et SRR S,
( | REALISAST |
| NOMOR URAITAN .
| (Rp) ;
T 2 N S
1 PENDAPATAN - "77635‘1”9*7@14177‘?9'57
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 92.106.752.248,02
1L Pendapatan Dacrah 4797812591570 |
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 16,134 jLSL)Q7 00 |
113 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 5
7" | Daerah yang Dipisahkan . 3.841.426.516,29 |
114 Lain-lain PAD yang sah - ,,,‘,J 1.152.261.809,03 |
1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1 569.883.066.755,97
; ﬁL- U
> Transfer Pemerintah Pusat - Dana :
121 Perimbangan - 469.708.594.566,00
"12.1.1. | Dana Bagi Hasil Pajak ] 28738981.151,00 |
| - R
1212 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 23.922.050.415,00
4 —
1213 Dana Alokasi Umum 384.421.523.000,00
, 1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus T “76767650&‘06(*)‘
! 1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainh?aw 38 203 724 000,00
| 1221 Dana Otonomt Khusus e .
L X - -
1 1.2.2.2. | Dana Penyesuaian : 38 zog 774 000,00 |
L T ———_- S — ‘J
1 1.2.2.3. Dana Desentralisasi dan Penguatan Fiskal g
1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi © 61.970.748. i89 97
1231 Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 39.557.422.189, 97 ‘
1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1 7/7*;11?5’2‘5#96(_)# 00
1.3, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 207.625.470,00 |
131 | Pendapatan Hibah S| 20762547000
132 Pendapatan Dana Darurat ol -
rl 33. Pendapatan Lainya o i -

| JUMLAH

662.197.444.473,99 |

|

LSAS;u*mber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 B
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1.1 Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 92.106.752.248,02 merupakan
Realisasi yang diperoleh dari :

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 34.220.000.000,00 yang terdiri dari :

s Pajak Hotel Rp 1.372.383.732,00
e Pajak Restoran Rp 3.800.564.165,00
e Pajak Hiburan Rp 1.745.407.787,00
e Pajak Reklame Rp 1.395.386.711.75
» Pajak Penerangan Jalan Rp 11.229.199 816,00
¢ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  Rp 4.399.420.244,45
e Pajak Parkir Rp 251.892.850,00
e Pajak Sarang Burung Walet Rp 130.355.000,00
e Pajak Air Tanah Rp 252.452.925,00
o Pajak BPHTB Rp 14.664.666.401,50
e Pajak Bumi dan Bangunan Rp 8.736.396.283.00
e Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Rp 47.978.125.915,70

1.1.2  Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 16.134.938.007,00 yang terdiri
dari :

1.1.2.1 Retribust Jasa Umum
¢ Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rp 511.340.159.00

e Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan Rp 997.120.000,00

¢ Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta
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Catatan Sipil Rp 373.675.000,00

e Retribust Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum Rp 542.085.000,00
e Retribusi Pelayanan Pasar Rp 422.002.000,00
e Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  Rp 655.715.386,00

e Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran Rp 33.756.000,00

o Retribusi Penyediaan dan atau Penvedotan

Kakus Rp 15.220.000,00

Jumlah Retribusi Jasa Umum Rp 3.550.913.545,00

1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

o Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 2.506.527.190,00
o Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp 262.250.000,00
o Retnbusi Jasa Usaha Pelelangan lkan Rp 336.830.975.,00
e Retribusi Terminal Rp 100.050.000,00

e Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(RSUD) Rp 43.827.000,00
e Retribusi Pantai Pasir Padi Rp 194.952.000.00
o Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(TPI/PPT) Rp 51.700.000,00
o Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  Rp 188.450.000,00

e Retribust Rumah Potong Hewan Rp 211.260.000,00
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» Retribusi Jasa Usaha Pelayanan

Kepelabuhan Rp 0.00

Jumlah Retribusi Jasa Usaha Rp 3.895.847.165,00
1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

e Retribusi Izin Gangguan (S1G) Rp 2.124.988.500,00
¢ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) Rp 6.219.496.010,00
e Retribusi 1zin Trayek Rp 71.500.000,00
¢ Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan

Minuman Berakohol Rp 14.500.000,00

e Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi Rp 257.692.787.00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu Rp 8.688.177.297,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Rp 16.134.938.007,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang dipisahkan sebesar

Rp 3.841.426.516.29 yang terdiri dari

e DBagian Laba Atas Penyertaan Modal/

Investasi kepada Pihak Ketiga Rp 3.841.426.516.29

Jumlah Rp 3.841.426.516,29

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 24,152,261.809,03 yang terdirt dari :

e Jasa Giro Kas Daerah Rp 3.583.313.673,91
e Penerimaan Bunga Deposito Rp 1.027.602.725,84

e Pendapatan dari Denda Keterlambatan Rp 68.091.670,00
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¢ Pendapatan dan Denda Pajak Rp 356.206.319,00
* Pendapatan dari Denda Retribusi Rp 99.847.220,00
¢ Pendapatan dari Pengembalian Rp 1.401.548.862,28

e Pendapatan dart Kelebihan Penyetoran

Pajak Rp 3.119,50

¢ Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran

Retribusi Rp 10.000,00

e Hasil Penjualan Aset Daerah yang

tidak dipisahkan Rp 6.813.331,50
e Pendapatan dari BLUD (RSUD) Rp 17.608.824.887.00
Jumlah Lain-lain PAD yang sah Rp 24.152.261.809,03
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 92.106.752.248,02

1.2 Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 569.883.066.755 97 merupakan
Realisasi yang diperoleh dari
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.2.1.1 Bagt Hasil Pajak sebesar Rp 28.738.981.151,00yang terdiri dari :
e Pajak Bumi dan Bangunan Rp 17.808.183.814,00
e Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi,

Dan PPh Pasal 21 Rp 10.930.797.337.00

Jumlah Bagi Hasil Pajak Rp 28.738.981.151,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 23.922.050.415,00 terdiri dari :

e Provisi Sumber Daya Hutan Rp 18.850.809,00
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Iuran Tetap (Landrent) Rp 191.898.896,00

Turan Eksplorasi dan Fksploitasi (Royalty) Rp 21.308.235.527,00

e Pungutan Pengusahaan Perikanan Rp 347.408.873,00
e Pertambangan Minyak Bumi Rp 2.055.656.310,00

Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 23.922.050.415,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 384.421.523.000,00 terdiri dari :

e Dana Alokast Umum Rp 384.421.523.000.00
Jumlah Dana Alokasi Umum Rp 384.421.523.000,00

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 32.626.040.000,00 terdiri dart :

e Dana Alokasi Khusus Rp 32.626.040.000.00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp 32.626,040,000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Rp 469.708.594.566,00
1.2.2  Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
1.2.2.1 Dana Penvesuaian sebesar Rp 38.203.000.000,00 terdiri dart :

¢ Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

Dinas Pendidikan Rp 38.203.000.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Lainnya Rp 38.203.000.000,00
1.2.3  Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak scbesar Rp 39.557.422.289,97 terdin dar
» Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 10.585.898 321,24

¢ Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) Rp 10.138.756.527,00



A2 par

e Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) Rp 18.748.785.913,96
e Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Permukaan Rp 83.981.536.77

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak  Rp 39.557.422.289,97

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 22.413.325.900.30 terdiri dari :
¢ Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Provinsi Bangka Belitung Rp 22.413.325.900,30

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp 22.413.325.900,30

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Rp 61.970.748.189,97

Jumlah Pendapatan Transfer Rp 569.883.066.755,97

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Syah
1.3.1 Pendapatan Hibah sebesar Rp 1.000.000.000,00 terdiri dari :
¢ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/
Organisasi Swasta Dalam Negeri Rp 207.625.470,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 207.625.470.00

Jumlah Pendapatan Rp 662.197.444.473,99
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Lampiran 5
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang
Periode 2014
- REALISASI
NOMOR URATAN
(Rp)
I - 2 - 3

1 PENDAPATAN 745.888.134.815,09
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.817.278.385,97

Pend;patan Daerah

52.847.336.511,80

Pendapatan Retribusi Daerah 16.455.668.909,66
113 Pendapatan H:m 1_ Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 2.039.642.020,30
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 42.474.630.944.21
1.2. PENDAPATAN TRANSFER 632.070.856.429,12

Transfer Pemerintah Pusat - Dana
1.2.1. Perimbangan 501.293.469.097,00
12.1.1. | Dana Bagi Hasil Pajak 21.845.752.927.00
1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 34.110.343.170,00
1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 414.685.923.000,00
1.2.14. Dana Alokasi Khusus 30.651.450.000,00
1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 55.096.212.000,00
1.2.2.2. Dana Penyesuaian 55.096.212.000,00
1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 75.681.175.332,12
1.2.31. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 45.769.318.082,12
1.2.32. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 29.911.857.250,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
1.3. SAH -
1.3.1. Pendapatan Hibah -
1.3.2. Pendapatan Dana Darurat -
1.3.3. Pendapatan Lainya -

JUMLAH

745.888.134.815,09 ji

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017
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1.1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 113.817.278.385,97 merupakan
Realisasi yang diperoleh dari :

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 52.847.336.511,80 yang terdiri dari :

e Pajak Hotel Rp 1.881.001.636.00
» Pajak Restoran Rp 4.552.089.423,00
e Pajak Hiburan Rp 1.896.420.240,00
s Pajak Reklame Rp 1.734.528.910.50
o Pajak Penerangan Jalan Rp 13.161.058.345,00
o Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  Rp 3.948.568.445,30
e Pajak Parkir Rp 178.082.600,00
» Pajak Sarang Burung Walet Rp 46.130.000,00
s Pajak Air Tanah Rp 237.572.730,00
o Pajak BPHTB Rp 16.183.953.337,00
e Pajak Bumi dan Bangunan Rp 9.027.930.845.00
e Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Rp 52.847.336.511,80

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 16.455.668.909,66 yang terdiri
dari

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum
e Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rp 61.175.000,00

e Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersthan Rp 1.150.680.000,00

e Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta
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Catatan Sipil Rp 26.985.000,00

¢ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum Rp 549.326.000,00
e Retribusi Pelayanan Pasar Rp 458.925.000,00
s Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  Rp 650.174.388.00

¢ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran Rp 40.260.000,00

» Retribusi Penyvediaan dan atau Penyedotan

Kakus Rp 21.520.000,00
e Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi Rp 330.352.668.00

Jumlah Retribusi Jasa Umum Rp 3.289.398.056,00

1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

e Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 3.372.400.143,66
¢ Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp 169.000.000,00
s Retribusi Jasa Usaha Pelelangan tkan Rp 345.362.200,00
¢ Retnbusi Terminal Rp 85.890.000,00
¢ Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(RSUD) Rp 45.450.000,00
» Retnbust Pantal Pasir Padt Rp 152.000.000,00

¢ Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(TPI/PPT) Rp 28.550.000,00



o Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
e Retribusi Rumah Potong Hewan

Jumlah Retribusi Jasa Usaha

1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

e Retribusi [zin Gangguan (SIG)

¢ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)

» Retribusi 1zin Trayek

» Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan
Minuman Berakohol
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah
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Rp 273.850.000,00
Rp 230.535.000.00
Rp 4.703.037.343,66
Rp 3.205.974.500.00
Rp 5.149.199.010.,00
Rp 80.960.000,00
Rp 27.100.000,00
Rp 8.463,233.510,00
Rp 16.455.668.909,66

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp 2.039.642.020,30_yang terdiri dari
e Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/
Investasi kepada Pihak Ketiga

Jumlah

Rp

2.039.642.020.30

Rp

2.039.642.020,30

[Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 42.474.630.944,21 yang terdiri dari :

o Hasil Penjualan Aset Daerah
yang tidak dipisahkan

e Jasa Giro Kas Daerah

e Penerimaan Bunga Deposito

e Pendapatan dari Denda Keterlambatan

Rp

Rp

Rp

2.115.000,00
3.643.059.015.11
3.101.575.474,82

185.110.448,00



4%04591.pdf

¢ Pendapatan dari Denda Pajak Rp 436.026.787.76
e Pendapatan dari Denda Retribusi Rp 98.897.002,89
¢ Pendapatan dari Pengembalian Rp 1.752.334.837.65

¢ Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran

Pajak Rp 1.533.532.98

» Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran
Retribusi Rp 0.00

¢ Hasil Penjualan dari Angsuran/Cicilan

Rumah Dinas Rp 551.200.00
* Pendapatan dari BLUD (RSUD) Rp 29.540.989.965.,00
e Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp 3.712.437.680,00
Jumlah Lain-lain PAD yang sah Rp 42.474.630.944,21
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 113.817.278.385,97

1.2 Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 632.070.856.429.12 merupakan
Realisasi yang diperoleh dari :
1.2.1  Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 21.845.752.927,00 yang terdin dar
¢ Pajak Bumi dan Bangunan Rp 10.961.252.100.00
¢ Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi,

Dan PPh Pasal 21 Rp 10.884.500.827.00

Jumlah Bagi Hasil Pajak Rp 21.845.752.927,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 34.110.343.170,00 terdiri dari :
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e Provisi Sumber Daya Hutan Rp 9.013.786,00
e [uran Tetap (Landrent) Rp 20.658.270
¢ luran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) Rp 29.812.352.625.00
¢ Pungutan Pengusahaan Perikanan Rp 383.182.410,00

» Pertambangan Minyak Bumi Rp 3.885.136.079.00

Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 34.110.343.170,00
1.2.1.3 Dana Alokast Umum sebesar Rp 414.685.923.000,00 terdiri dari :

s Dana Alokasi Umum Rp 414.685.923.000.00

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp 414.685.923.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 30.651.450.000,00 terdiri dari :

o  Dana Alokast Khusus Rp 30.651.450.000.00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp 30.651.4590.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Rp 501.293.469.097,00
1.2.2  Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
1.2.2.1 Dana Penyesuailan sebesar Rp 55.096.212.000.00 terdir dart :
e Dana Penvyesuaian dan Otonomi khusus
Dinas Pendidikan Rp 55.096.212.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat-Lainnya Rp 55.096.212.000,00

1.2.3  Transter Pemerintah Provinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 45.769.318.082,12 terdiri dan :
e Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 10.528.043.089,91

o Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
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(BBNKB) Rp 8.552.126.938,16
¢ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) Rp 23.284.732.909 98

e Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Permukaan Rp 78.171.973.38

¢ Pajak Rokok Rp 3.326.243.170.69

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp 45.769.318.082,12

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 29.911.857.250,00 terdiri dari :

¢ Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Provinsi Bangka Belitung Rp 29.911.857.250,00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp 29.911.857.250,00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Rp 75.681.175.332,12

Jumlah Pendapatan Transfer Rp 632.070.856.429,12

Jumliah Pendapatan Rp 745.888.134.815,09
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Lampiran 6
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang
Periode 2015
. e - S
. ! REALISASI
No. '
- 0 URAITA N‘ B , CRP) ]
1 | PENDAPATAN 7 ) 797.819.738.788,28
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH ) 1 135.305.782.559.87

3 | Pendapatan Pajak Daerah 57.078.721.262.23

4 | Pendapatan Retribusi Daerah . 16.933.544. 415,66
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

~ | yang Dipisahkan 4314.667.852.53

6 | Lain-lain PAD yang sah 56.978.849.029,45

7 | PENDAPATAN TRANSFER | 662.513.956.228,41
‘ TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA

PERIMBANGAN | 538.208.270.454,00

Dana Bagi Hasil Pajak 17.579.718.100,00

10 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 37.927.273.354,00

11 | Dana Alokasi Umum 419.863.119.000,00

12 | Dana Alokasi Khusus 62.838.160.000,00

13 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 43.423.684.000,00

14 ¢ Dana Otonomi Khusus -

15 | Dana Penyesuaian 43.423.684.000,00
b -
16 | Transfer Pemerintab Provinsi i 80.882.001.774,41
17 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 63.365.681.774,41
18 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 17.516.320.000,00

19 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -
20 | Pendapatan Hibah -

Pendapatan Dana Darurat -

22 | Pendapatan Lainya -
| JUMLAH ] | 797.819.738.788,28 |

L

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpmang Tahun 2017




1.1  Pendapatan Asli Daerah
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Realisasi Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 135.305.782 559.8 7merupakan

target yang diperoleh dari :

LI

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Air Tanah

Pajak BPHTB

Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

dari :

1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Rp

Rp

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 57.078.721.262 23vang terdiri dari :

2.298.976.460,00
5.066.025.618,00
1.910.184.303,00
2.718.778.296,00
16.003.227.609,00
3.591.248 468 43
262.820.200,00
109.870.000,00
324.077.850,00
13.933.776.295,30

10.859.736.162.00

Rp

» Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rp

e Retribusi Pelayanan Persampahan/

¢ Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta

Kebersihan

Rp

57.078.721.262,23

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 16.933.544.415 66 vang terdiri

64.426.500,00

1.436.220.000,00
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Catatan Sipil Rp 0,00

2

¢ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum Rp 702.504.000,00
e Retribusi Pelayanan Pasar Rp 456.600.000,00
e Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  Rp 556.698.200,00

e Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran Rp 43.800.000,00
e Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan

Kakus Rp 22.000.000.00

Jumlah Retribusi Jasa Umum Rp 3.282.248.700,00

[.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

e Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 3.088.072.170,66
e Retribusi Terminal Rp 81.340.000,00
e Retribusi Tempat Parkir Khusus Pasir Padi Rp 203.000.000,00

¢ Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

(TP1/PPI) Rp 79.560.000,00
e Retribusi Rumah Potong Hewan Rp 265.310.000,00
e Retribust Pasar Grosir/Pertokoan Rp 152.000.000,00
e Retribusi Pelelangan lkan Rp 321.295.545,00
e Retribusi Pelayanan Parkir di RSUD Rp 42.450.000,00
o Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  Rp 297.350.000.,00

Jumlah Retribusi Jasa Usaha Rp 4.530.377.715,66



1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

e Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)

e Retribusi Izin Gangguan (SIG)

e Retribusi Izin Trayek

e Retribusi Jasa Usaha Tempat Penjualan
Minuman Berakoho!

¢ Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA
kepada Tenaga Asing

e Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah
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Rp 5.396.395.000,00
Rp 3.588.302.000,00
Rp 90.200.000,00
Rp 14.200.000,00
Rp 31.821.000,00
Rp 0,00
Rp 120.918.000.0

Rp 16.933.544.415,66

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp 4.314.667.852,53.00 yang terdin dari
e Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/
Investasi kepada Pihak Ketiga

Jumlah

Rp

4.314.667.852.53

Rp

4.314.667.852,53

Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 56.978.849.029 45 yang terdir dart :

¢ Hasil Penjualan Aset Daerah yang
Tidak dipisahkan
e Jasa Giro Kas Daerah

¢ Penerimaan Bunga Deposito

110.000.000,00
3.305.819.140,14

6.093.602.912,53
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* Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan Rp 44.602.832,00
¢ Pendapatan Denda Pajak Rp 379.488.671.,40
¢ Pendapatan Denda Retribusi Rp 147.613.850,00
¢ Angsuran Cicilan Penjualan Rp 39.675.180,00
¢ Pendapatan dar1 Pengembalian Rp 1.959.400.657,38

¢ Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran

Pajak Rp 0,00
¢ Dana Kapitasi JKN Rp 4.715.786.934,00
e Pendapatan dari BLUD (RSUD) Rp 40.182.858.852.00

Jumlah Lain-lain PAD yang sah Rp 56.978.849.029.45

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 135.305.782.559,87,00

1.2 Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 662.513.956.228 41 merupakan
Realisasi yang diperoleh dari
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 17.579.718.100,00

yang terdiri dari :

e Pajak Bumi dan Bangunan Rp 9.821.063.500,00
e PPh Orang Pribadi, Rp 7.758.654.600,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Rp 17.579.718.100,00

1.2.1.2 Bagi Sumber Daya Alam sebesar Rp 37.927.273.354,00 terdiri dart :

s Pungutan Pengusahaan Perikanan Rp 703.264.033,00
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e Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Rp 772.106.300,00
e Sumber Daya Alam Kehutanan Rp 2.170.365,00
¢ Juran Eksploitasi (Royalty) Rp 36.435.132.822.00
e Bagi Hasil dari luran Tetap (Landrent) Rp 14.599.834.00

Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 37.927.273.354,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum sebesar Rp 419.863.119.000,00 terdiri dart :

¢ Dana Alokasi Umum Rp 419.863.119.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp 419.863.119.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 62 .838.160.000,00 terdin dan :

o Dana Alokasi Khusus Rp 62.838.160.000.00

e Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp 62.838.160.000.,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Rp 538.208.270.454,00
1.2.2  Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
1.2.2.1 Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Dinas

Pendidikan sebesar Rp 54.097.479.000,00 terdiri dari :
¢ Tunjangan Profes: Guru Rp 42.695.184.000,00

¢ Tambahan Penghasitan Guru PNSD Rp 728.500.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Lainnya Rp 43.423.684.000,00
1.2.3  Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 63.365.681.774 41 terdiri dan :
e Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 15.571.905.798 98

¢ Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
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(BBNKB) Rp 9.927.172.375,35
e Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) Rp 31.667.124.052.23

e Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Permukaan Rp 139.349.103,23

¢ Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp 6.060.130.444.53

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak  Rp 63.365.681.774,41
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 41.188.020.000,00 terdiri dari :

¢ Bantuan Keuangan dar Pemerintah

Provinst Bangka Belitung Rp 17.516.320.000.00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp 17.516.320.000.00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Rp 80.882.001.774,41
Jumlah Pendapatan Transfer Rp 662.513,956.228.41
Jumlah Pendapatan Rp 797.819,738.788,28

2.1. Target Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Belanja
Target Anggaran Belanja dan realisasi pengeluaran belanja yang diperoleh

DPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah periode 2013 s.d 2015
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Lampiran 7

Komposisi Target Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

—

NOMOR

—

’ 1

| TARGET
URAIAN ANGGARAN |
e | (RP)
I S D S . 3 ]
BhLAVJA 763.835.768.032,42
BELANJA opumql 569.042.262.292,84

Periode 2013

Belanja Peﬂawm

1.1.4. ] Belanja Subsidi

371.830.471.023,54

Belanja Barang

169.917.017.026,30

Belan}a Bum.a

115 | BelanjaHibah 25.154.360.600,00
1.16. | BelanjaBantuan Sosial | 2.140.413.643,00
1.1.7. Belanja Bantuan Keuangan i -
1.2 BELANJA MODAL 189.803.818.739,58
1.2.1 Belanja Tanah -
1.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin 51.424 428.029,58
123. Belanja Gedung dan Bangunan 56.218.347.714,00
124, | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 81.227.523.758,00
125 Belanja Aset Tetap Lainnya 933.519.238,00
1.2.6. ] Belanja Aset lainnya -
1.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 4.544.604.000,00
1.3.1. Belanja T 1dak Terduga 4.544.604.000,00
1.4. TRANSFER 445.083.000,00
1.4.1. Transfer Bagi Hasil ke Desa 445.083.000,00
T meteteek | :
kl‘ﬂ4f1.2 Bagi Has}ﬁ;;t;ls‘; i -
1413 Bagi—;Iasil Pendapatan Lainnya 445 .083.000,00

Bantuan Kepada Partai Politik

A S

JUMLAH

763.835.768.032,42

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017
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Lampiran 8

Realisast Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2013
NOMOR URATAN REALISASI
Al | (RP)
t——f——l i - 2 3 -
1 | BELANJA 643.560.132.766,70
1.1 BELANJA OPERASI 482.549.067.328,32
111 Belanja Pegawai 332.650.128.079,14
112 Belanja Barang 127394 621 85318
1.1.3. Belanja Bunga -
»1.14. Belanja Subsidi -
1.1.5. Belanja Hibah 21.148.996.396,00
I.1.6. | Belanja Bantuan Sosial 1.355.321.000,00
N 17 Belanja Bantuan Keuangan -
1.2. BELANJA MODAL 160.649.392.847,38
1.2.1. Belanja Tanah -
1.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin 38.982.896.714,00
1.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan 44.642.004.083,38
1.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 76.504.092.800,00
1.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya 520.399.250,00
1.2.6. Belanja Aset lainnya -
1.3, BELANJA TIDAK TERDUGA 5.827.891,00
13.1 Belanja Tidak Terduga 5.827.891,00
1.4. TRANSFER 355.844.700,00
1.4.1. Transfer Bagi Hasil ke Desa
(Bantuan kepada Partai Politik) 355.844.700,00
1.4.1.1. Bagi Hasil Pajak -
1.4.1.2. Bagi Hasil Retribusi -
1.4.13. | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 355 844.700,00
Bantuan Kepada Partai Politik
Jumlah 643.560.132.766,70 |

Summber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017
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Lampiran 9

Komposisi Target Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2014
" TARGET
. NOMOR URAIAN ANGGARAN
I ®P)
o2 3 |
1 [BELANJA 881.168.180.008,22
S _ | BELANJA OPERASI 654.261.540.056,22
[¥L1¥1A J}B)elefx/rquj)egawai 437.533.443.1 89,39j
112 | Belanja Barang 194.099.919.416.92 |
- 11.3. Belanja Bunga -
114 | Belanja Subsidi N
115, | Belanja Hibah 17.800.254.000,00
116 )ﬁvgelanja Bantuan Sosial | 48279537;1’5_0‘0641
'w1—17 ] ng;l;lja Bantuan Keuangan ]
. 1.2. | BELANJA MODAL a 224.437.556.952,00
121 | Belanja Tanah 3.728.661.237,00 |
N 122 Belanja Peralatan dan Mesin 57.209.253‘598,06d
123, | Belanja Gedung dan Bangunan | 63.416.625.683.00

1.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 95.617.226.226,00
F—»~]«'—2% bi;wfgevlfmja Aset Tetap Lainnya 4.465,790_208,66_
. L26. | Belanja Aset lainnya -
;r 1.3. \ BELANJA TIDAK TERDUGA 2.024.000.000,00
Ll;’ w._]._ﬁﬂ_Belanj a Tidak Terduga 2.024.000.000,00 |
L 14 TRANSFER 445.083.000,00
j) 1.4.1. ] Transfer Bagi ﬁasil ke Desa 445.083.000,00
L_lfl;l;l%# Bagi Hasil Pajak -
| 1412 | Bagi Hasil Retribusi 1 ]
| 1.4.1.3. | Bagi Hasil Pendapatan' Laipr}ya 445.083.000,00
] Bantuan Kepada Partai Politik
L Jumlah 881.168.180.008,22 |
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Lampiran 10

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2014
[ (}yl()R ~ URAIAN RE?E:,S)ASI
T 2 E R
1 | BELANJA 715.541.603.665,05 |
L1 BELANJA OPERASI 544.645.692.198,05
nan: Belanja Pegawai 380.395.462.629 84
n 12 éelanja Barang 145.009.806. 159‘2711
113, Béianja Bunga S
.14 | Belanja Subsidi .
LS, A Belama Hibah 15.134.049.359,00
1.16. | Belanja Bantuan Sosial 4.106.374.050,00 |
117 Belanja Bantuan Keuangan -
1.2. BELANJA MODAL 170.446.721.009,00
121, Igelanja Tanah - ]
1.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin 40.771.811.290,00 ‘
1.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan 37.171.96;_259,00 |
1 1.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 91.105.643.922,00
12.5. | Belanja Aset Tetap Lainnya 1.397.301.538,00
1.2.6. Belanja Aset lainnya o
1.3. | BELANJA TIDAK TERDUGA 8.449.090,00
131 | Belanja Tidak Terduga 8.449.090,00
1.4 TRANSFER 440.741.368,00
1.4.1. Transfer Bagi Hasil ke Desa 440.741.368, 00
1411 Bagi Hasil Pajak - - |
1 1.4.12 Bagi Hasil Retribusi - r
1413 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 440.741.368,00
Bantuan Kepada Partai Politik |

Jumlah

715.541.603.665,05 |

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017
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Lampiran 11

Komposisi Target Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2015

4 I 1 TARGET
- NOMOR URATAN ANGGARAN
A I L T
R B s
le o BELANJAMM 993 998. 83819&25
‘ 1.1, BELANJA OPERASI 732 299.740.656,66 |
AR Belanja Pegawai 480 %9?;74578 47
LLT 2. |Belanja Barang 234270.081.347.19
L .13, | Bunga - —J
14 Subsidi -
115, | Hibah T 16.123.469.500.00 |
E:} 6. | Bantuan Sosial ﬂ_g__ﬁﬁlﬁ?_’ég‘?b_ﬁ@' £ 9{)1
LLZ:_, ] BELANJA MODAL 260. 89992/’8?4 85 i
121 Belanja Tanah 5.000.000.000,00 i
}—15‘7“ Belanja Peralatan dan Mesin 53.444 977 647 OO ]

123 Belanja Gedung dan Bangunan 71.376.105.316, .85 ]

1.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 109.563.983 825, OO
15‘5’ ”:Belanja Aset Tetap Lainnya | 21.514.031.046,00 | "
1 1.2.6 Belanja Aset lainnya -
{1_.{;” L BELANJA TIDAK TERDUGA 800 000 000,00
141 Belanja Tidak Terduga 800, 009 000,00 |
14| TRANSFER ]
] TRANSFER / BAGI HASIL KE }
| 1.4.1. DESA 790 OOO OOO ,00 |
1411 | Bagi Hasil Pajak -
Lli]2 Bagi Hasil Retribusi - ;
\ 1.4.13 Bagi Hasil Pendapatan Lainpya }
}F - Mﬁn Kepada Partai Politik) 79U 000.000, i)()q{
i , Jumlah 994.788.838.491,51 | ,

Sumber : DPPI\AD Kota Pangkalpinang Tahun 2017
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Lampiran 12

Reahisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pangkalpinang

Periode 2015

—

| NOMOR URATAN REALISASI
S S (RP)
e 2 R 3
1 | BELANJA 808.027.416.873,04
LI BELANJA OPERASI 1 611.917.346.158,04
111 | Belanja Pegawai 425.755.935.639.84
112 | Belanja Barang 170.684.313.498 20
ERE Bunga ) .
114 | Subsidi L
1S Hibah | 14.440.765.120,00 |
16 Bantuan Sosial 1.036.331.900.00
12. | BELANJA MODAL 196.105.837.101,00 |
121 | Belanja Tanah 4.949.389.000,00
122, Belanja Peralatan dan Mesin 39.830.277.981,00
123 Belanja Gedung dan Bangunan 25.605.820.200,00
124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 106.572.648.687.00
125 Belanja Aset Tetap Lainnya 19.147.701 233,00
1.2.6 Belanja Aset lainnya -
1.3, BELANJA TIDAK TERDUGA | 4.233.614,00
13.1. | Belanja Tidak Terduga  4.233.614,00 |
14. | TRANSFER 514.231.573,00
'1.41. | TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA
14.1.1. | Bagi Hasil Pajak . B
1412 Bagi Hasil Retribusi |
1.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Bantuan

Kepada Partai Politik)

514.231.573,00

Jumlah

808.541.648.446,64 |

Sumber : DPPKAD Kota Pangkalpinang Tahun 2017
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s Terbuka UPBJJ-UT Pangkalpinang atas :

Nama . LENA MARLENY, S.E.
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